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MOTTO 
 َ ريَۡب ٰحَِۢل رصيإ رو
َ
أ ٍفوُر رعَم رو
َ
أ ٍةَقَدَصي ب َرَم
َ
أ رنَم 
ا
لَّيإ رمُٰهىَور
ا
نَّ ني  م ٖيۡيث
َ
ك يفِ َ ريَۡخ 
ا
لَّ
  يساالنٱ  َكي ٰلَذ 
رلَع رفَي نَمَو َٓءاَغيتربٱ  يتاَضررَم ي اللّٱ  اٗمي يظَع اًر رج
َ
أ يهييت رُؤن َفروََسف 
Tidak ada kebaikan pada kebanyakan obrolan mereka, kecuali dari orang yang 
menyuruh untuk memberikan sedekah, atau berbuat kebaikan, atau mengadakan 
perbaikan hubungan di antara manusia. Dan, barang siapa yang berbuat 
demikian karena mencari keridaan Allah, maka kelak Kami memberinya ganjaran 
yang besar (QS. An-Nisa : 114) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada 
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI 
Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman 
transliterasi tersebut adalah : 
1. Konsonan 
 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin 
adalah sebagai berkut:   
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak dilambangkan  Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث ṡa ṡ Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح ḥa ḥ Ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
ix 
 
د Dal D De 
ذ Żal Ż Zet (dengan titik di atas) 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy Es  dan ye 
ص ṣad ṣ Es (dengan titik di bawah) 
ض ḍad ḍ De (dengan titik di bawah) 
ط ṭa ṭ Te (dengan titik di bawah) 
ظ ẓa ẓ Zet (dengan titik di bawah) 
ع ‘ain …‘… Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Ki 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
x 
 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ه Ha H Ha 
ء hamzah ...’… Apostrop 
ي Ya Y Ye 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
  َ  Fathah A A 
  َ   Kasrah I I 
  َ   Dammah U U 
 
   
 
xi 
 
 Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. بتك Kataba 
2. ركذ Żukira 
3. بهذي Yażhabu 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan Huruf Nama 
ى...أ Fathah dan ya Ai a dan i 
و...أ Fathah dan wau Au a dan u 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. لوح Ḥaula 
 
 
 
xii 
 
3. Vokal panjang (Maddah) 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 
huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut : 
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
ي...أ Fathah dan alif 
atau ya 
Ā a dan garis di atas 
أي...  Kasrah dan ya Ī i dan garis di atas 
و...أ Dammah dan 
wau 
Ū u dan garis di atas 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لاق Qāla 
2. ليق Qīla 
3. لوقي Yaqūlu 
4. يمر Ramā 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu : 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah transliterasinya adalah /t/. 
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b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah 
maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لافطلأا ةضور Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul atfāl 
2. ةحلط Ṭalhah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. اّنبر Rabbana 
2. لّزن Nazzala 
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6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu  لا. 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh 
huruf Qamariyyah. 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan  kata sandang 
yang diikuti leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang 
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf 
Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti 
dan dihubungkan dengan kata sambung. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لجّرلا Ar-rajulu 
2. للالجا Al-Jalālu 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena 
dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini : 
xv 
 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لكأ Akala 
2. نوذخأت Taꞌkhużuna 
3. ؤنلا An-Nauꞌu 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, 
tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku 
dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan 
permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka 
yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal 
atau kata sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 لوسرلاإدّممحام و Wa mā Muhammadun illā rasūl 
 ينلماعلا بر للهدملحا Al-ḥamdu lillahi rabbil ꞌālamīna 
 
xvi 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 
maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua 
cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 ينقزارلايرخ وله للها نإو  Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa 
innallāha lahuwa khairur-rāziqīn 
 نازيلماو ليكلا اوفوأف Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-
kaila wal mīzāna 
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ABSTRAK 
Moh. Ulil Fahmi, NIM : 152121037, “Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara 
Harta Bersama Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Boyolali Tahun 
2016-2019.” 
Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 pengertian 
mediasi terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) yaitu: mediasi adalah cara penyelesaian 
sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak 
dengan dibantu oleh mediator. Sedangkan menurut hukum Islam, mediator 
dikenal dengan istilah Sulḥ yang berarti memutus/ menyelesaikan persengketaan 
atau perdamaian. Istilah Sulḥ dalam literatur fikih didefinisikan sebagai akad yang 
ditentukan untuk menyelesaikan pertengkaran. Mediasi sendiri dilandasi dari 
dasar hukum Al-Quran dan Hukum Positif. Penelitian ini akan difokuskan pada 
perkara penyelesaian harta bersama. Perkara harta bersama tergolong sebagai 
perkara contentious (sering dipermasalahkan) dimana majelis hakim pada sidang 
pertama harus mengupayakan mediasi bagi para pihak. Pelaksanaan mediasi di 
Pengadilan Agama Boyolali sudah dilaksanakan sesuai aturan Peraturan 
Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 dan Pasal 130 HIR/ 154 RBg. 
Pelaksanaan mediasi dari tahun 2016 sampai 2019 untuk perkara harta bersama 
sebanyak 17 perkara dan hanya ada dua perkara yang berhasil dimediasi. Skripsi 
ini membahas tentang peran hakim dalam menyelesaikan mediasi perkara harta 
bersama pasca perceraian di Pengadilan Agama Boyolali Tahun 2016-2019 dan 
efektivitas pelaksanaan mediasi perkara harta bersama pasca perceraian di 
Pengadilan Agama Boyolali tahun 2016-2019.  
Penelitian ini menggunakan penelitin jenis lapangan (field research) yang 
bersifat deskriptif kualitatif.  Teknik pengumpulan data menggunakan teknik 
wawancara, dan dokumentasi. Untuk menganalisa data, penulis menggunakan  
metode berfikir deduktif. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa peran hakim mediator Pengadilan 
Agama Boyolali dalam melakukan upaya mediasi terhadap perkara harta bersama 
pasca perceraian sudah dilakukan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 
Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Akan tetapi, karena 
banyaknya perkara di Pengadilan Agama Boyolali yang cukup menumpuk, 
ditambah dengan menyusutnya jumlah hakim akibat promosi dan mutasi ke 
beberapa Pengadilan Agama daerah lain, serta adanya sistem demi terwujudnya 
peradilan modern berbasis teknologi informasi, menjadikan proses mediasi kurang 
maksimal ditambah efektivitas pemanfaatan waktu mediasi, hilangnya rasa 
kepercayaan dan mementingkan keuntungan masing-masing bagi para pihak, dan 
sudah terjadi konflik yang berkepanjangan mengenai harta bersama, serta faktor 
psikologi dan kejiwaan yang menjadi faktor ketidakberhasilan mediasi di 
Pengadilan Agama Boyolali. 
 
Kata Kunci : Peran Hakim Mediator, Mediasi, Harta Besama, Hakim 
Pengadilan Agama.  
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ABSTRACT 
Moh. Ulil Fahmi, NIM: 152121037, "Mediation in Settlement of Joint Divorce 
Cases After Divorce in Boyolali Religious Court in 2016-2019." 
 
According to the Supreme Court Regulation No. 1 of 2016, the meaning of 
mediation is contained in Article 1 paragraph (1), namely: mediation is a way of 
resolving disputes through a negotiation process to obtain the agreement of the 
parties with the assistance of the mediator. Meanwhile, according to Islamic law, 
the mediator is known as Sulḥ which means to break / settle disputes or peace. 
The term Sulḥ in the fiqh literature is defined as a contract that is determined to 
settle an argument. Mediation itself is based on the basic law of the Koran and 
Positive Law. This research will focus on the case of joint property settlement. 
The joint property case is classified as a contentious case (often disputed) where 
the panel of judges at the first hearing must seek mediation for the parties. The 
mediation in the Boyolali Religious Court has been carried out according to the 
rules of the Supreme Court Regulation No. 1 of 2016 and Article 130 HIR / 154 
RBg. Mediation was carried out from 2016 to 2019 for 17 cases of joint assets and 
only two cases were successfully mediated. This thesis discusses the role of 
judges in completing mediation of joint property cases after divorce in the 2016-
2019 Boyolali Religious Court and the effectiveness of the mediation of joint 
property cases after divorce at the Boyolali Religious Court in 2016-2019. 
This research uses field research which is descriptive qualitative in nature. 
Data collection techniques using interview techniques, and documentation. To 
analyze data, the writer uses deductive thinking method. 
The results of this study indicate that the role of Boyolali Religious Court 
mediator judge in conducting mediation efforts on joint property cases after 
divorce has been carried out in accordance with Supreme Court Regulation No. 1 
of 2016 concerning Mediation Procedures in the Court. However, due to the large 
number of cases in the Boyolali Religious Courts that have accumulated quite a 
lot, coupled with the shrinking of the number of judges due to promotion and 
mutation to several other Religious Courts in other regions, as well as the 
existence of a system for the realization of a modern court based on information 
technology, makes the mediation process less optimal plus the effectiveness of 
time utilization mediation, loss of trust and importance for the benefit of each 
party, and there has been a prolonged conflict regarding shared assets, as well as 
psychological and psychological factors which are mediating factors in the 
mediation of the Boyolali Religious Court. 
 
Keywords: Role of Mediator Judges, Mediation, Besama Treasure, Judges of 
the Religious Courts. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Mediasi adalah suatu proses yang bersifat pribadi, rahasia (tidak 
terekspos keluar) dan kooperatif dalam menyelesaikan suatu masalah. 
Karena mediator selaku pihak ketiga yang tidak memihak membantu para 
pihak (perorangan atau lembaga) yang bersengketa dalam menyelesaikan 
konflik dan menyelesaikan atau mendekatkan perbedaan-perbedaannya. 
Mediasi adalah cara praktis, relatif mudah dan tidak formal seperti di 
pengadilan.
1
 Dalam proses mediasi biasanya semua pihak yang 
bersengketa bertemu secara pribadi dengan mediator bersama-sama 
dan/atau dalam pertemuan yang berbeda. Kemudian dalam pertemuan ini 
semua pihak saling memberikan keterangan, informasi, penjelasan 
terhadap mediator guna memahami permasalahannya. 
Penyelesaian sengketa melalui mediasi diatur dalam Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif 
Penyelesaian Sengketa. Di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 
Pasal 6 ayat (3) itu dijelaskan bahwasanya mediasi merupakan proses 
kegiatan sebagai kelanjutan dari gagalnya negosiasi yang dilakukan oleh 
para pihak menurut ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 
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Tahun 1999. Akan tetapi Undang-Undang ini tidak memberikan rumusan 
definisi yang jelas mengenai mediasi maupun mediator.
2
   
Perkembangan yang menarik dari penyelesaian sengketa melalui 
mediasi ini adalah mediasi tidak lagi semata-mata digunakan untuk 
menyelesaikan permasalahan di luar pengadilan, melainkan perkembangan 
mediasi juga digunakan untuk menyelesaikan sengketa di dalam 
pengadilan. Fenomena ini tidak saja berkembang di Indonesia, tetapi lebih 
dulu berkembang di Negara maju lainya seperti, Jerman, Jepang, dan 
Negara-Negara maju lainnya.
3
 
Di Indonesia, prosedur mediasi di pengadilan diatur oleh Peraturan 
Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003 sebagaimana diubah melalui 
Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008 dan direvisi kembali 
Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016  tentang Mediasi di 
Pengadilan. Dalam peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 dapat 
diketahui bahwa mediasi wajib dilakukan oleh para pihak yang berperkara 
secara perdata di pengadilan yang dilakukan pada hari sidang pertama. 
Mediasi dilakukan agar para pihak dapat menyelesaikan sengketa diantara 
mereka dengan perdamaian. 
 Kemudian untuk mendayagunakan mediasi yang dilakukan di 
pengadilan. Mahkamah Agung merevisi Peraturan Mahkamah Agung 
Nomor 2 Tahun 2003 menjadi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 
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Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Dalam konsideran 
huruf a Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 disebutkan 
bahwa mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang 
lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses lebih besar kepada 
para pihak yang bersengketa untuk menemukan penyelesaian yang 
memuaskan dan memenuhi rasa keadilan.
4
  
Ada sejumlah pilihan yang bisa ditempuh seseorang ketika 
menghadapi sengketa, salah satunya mediasi itu sendiri. Alasan memilih 
mediasi biasanya karena ingin menjaga hubungan baik dengan pihak 
bersengketa pasca berselisih paham. Namun, tak semua proses mediasi 
berjalan mulus. Ada kalanya kedua belah pihak kesulitan menemukan titik 
terang dan kebanyakan berakhir lanjut terus ke meja persidangan, apalagi 
permasalahan harta yang sering terjadi setelah putusan perceraian.  
Sebenarnya persoalan pembagian harta akibat hukum dari 
perceraian bisa diajukan bersama dengan gugatan cerai. Dalam hal 
demikian maka daftar harta besama dan bukti-bukti bila harta tersebut 
diperoleh selama perkawinan disebutkan dalam alasan pengajuan gugatan 
cerai (posita). Dan kemudian disebutkan dalam permintaan pembagian 
harta dalam berkas tuntutan (petitum). Putusan pengadilan atas perceraian 
tersebut akan memuat pembagian harta. Akan tetapi jika gugatan cerai 
tidak menyebutkan tentang pembagian harta bersama, suami istri harus 
mengajukan gugatan baru yang terpisah setelah putusan perceraian 
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dikeluarkan di pengadilan. Karena pada dasarnya salah satu asas hukum 
acara perdata hakim bersifat pasif artinya hakim tidak boleh menentukan 
luas dari pokok perkara atau menambah atau mengurangi pokok gugatan 
para pihak. Pengajuan gugatan secara terpisah ini selain akan memakan 
waktu yang lama, juga memakan biaya sehingga jarang terjadi.
5
 Kemudian 
tidak sedikit masyarakat memilih menyelesaikan sengketa harta bersama 
lewat mediasi di luar pengadilan agar menemukan solusi terbaik mengenai 
waktu dan biaya bagi para pihak.                      
Penulis memilih Pengadilan Agama Boyolali untuk melakukan 
penelitian yang berlokasi di Jalan Pandanaran No.167, Bayanan 
Siswodipuran, Kec. Boyolali, Kabupaten Boyolali, 57311 Provinsi Jawa 
Tengah, Indonesia. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Boyolali 
terletak pada arah selatan dari Kota Semarang dengan jarak tempuh 
sepanjang 70 Km. Jumlah hakim di Pengadilan Agama Boyolali ada 10 
hakim, diantaranya: 1 Ketua, 1 Wakil Ketua dan 8 hakim. Untuk hakim 
mediator terlebih sama karena dari semua hakim yang berada di 
Pengadilan Agama Boyolali telah bersertifikat sebagai mediator. Dalam 
kurun waktu 4 tahun terakhir di Pengadilan Agama Boyolali perkara 
perceraian mencapai angka 5.386 perkara, antara lain:
6
 
1. Cerai Talak : 
a. Tahun 2016 : 543 perkara, 
                                                          
5
 Bung Pokrol, Pembagian Harta Gono Gini, m.hukumonline.com, diakses tanggal 13 
Februari 2019, pukul 07.13 WIB. 
     
6
 Pegawai Pengadilan Meja III Agama Boyolali, Wawancara Pribadi, pada hari Rabu, 14 
Juli 2019, pukul 10.14 WIB.  
5 
 
b. Tahun 2017 : 508 perkara,  
c. Tahun 2018 : 531 perkara, dan 
d. Tahun 2019 : 526 perkara. 
2. Cerai Gugat : 
a. Tahun 2016 : 1.286 perkara, 
b. Tahun 2017 : 1.292 perkara,  
c. Tahun 2018 : 1.341 perkara, dan 
d. Tahun 2019 : 1.467 perkara. 
Kemudian untuk jumlah perkara sengketa harta bersama pasca 
perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Boyolali dari 4 tahun 
terdapat 17 perkara, diantaranya: 
1. Tahun 2016 : 7 perkara,  
2. Tahun 2017 : 5 perkara,  
3. Tahun 2018 : 3 perkara, dan 
4. Tahun 2019 : 2 perkara.  
Dari jumlah perkara yang masuk (17) ternyata hanya 2 yang berhasil 
dilaksanakan mediasi.
7
 Terlebih juga dalam Peraturan Mahkamah Agung 
No 1 Tahun 2016 dapat diketahui bahwa mediasi wajib dilakukan oleh 
para pihak yang berperkara secara perdata di pengadilan yang dilakukan di 
hari pertama sidang. Pengecualian kewajiban mediasi sebagaimana yang 
dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, yang telah 
diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang 
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Prosedur Mediasi di Pengadilan apabila tergugat tidak hadir meskipun 
telah dipanggil secara patut, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg.
8
 
Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 
Tahun 2016  mengatur : 
(1) Semua sengketa yang diajukan ke Pengadilan temasuk perkara 
perlawanan (verzet) atas putusan verstek dan perlawanan pihak 
berperkara (partijiverzet) maupun pihak ketiga (derden verzet) 
terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, 
wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, 
kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung 
ini. 
(2) Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui 
Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : sengketa 
yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau 
tergugat yang telah dipanggil secara patut.    
 
Berangkat dari tujuan awal adanya mediasi yang diantara 
tujuannya adalah penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta 
dapat memberikan akses yang lebih besar kepada pihak yang bersengketa 
untuk menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa 
keadilan, akan tetapi pada kenyataannya pelaksanaan mediasi ke dalam 
proses beracara di Pengadilan khususnya perkara harta bersama pasca 
perceraian sesuai Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 belum 
bisa dikatakan sesuai harapan. Dari hal inilah yang mendorong peneliti 
untuk mengetahui lebih jauh mengenai “Mediasi Dalam Penyelesaian 
Perkara Harta Bersama Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama 
Boyolali Tahun 2016-2019” 
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B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana peran hakim mediator dalam menyelesaikan mediasi 
perkara harta bersama pasca perceraian di Pengadilan Agama Boyolali 
Tahun 2016-2019? 
2. Bagaimana efektivitas pelaksanaan mediasi perkara pembagian harta 
bersama pasca perceraian  di Pengadilan Agama Boyolali Tahun 2016-
2019?  
 
C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai peran hakim mediator dalam 
menyelesaikan perkara pembagian harta bersama pasca perceraian di 
Pengadilan Agama Boyolali Tahun 2016-2019. 
2. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan mediasi perkara pembagian 
harta bersama pasca perceraian di Pengadilan Agama Boyolali Tahun 
2016-2019. 
 
D. Manfaat Penelitian 
1. Sebagai pembelajaran bagi para pembaca untuk mengetahui perkara 
mediasi dalam perkara pembagian harta bersama pasca perceraian di 
pengadilan. 
2. Diharapkan penelitian ini bisa dimanfaatkan sebagai informasi, dan 
studi ilmu tentang ilmu syari’ah untuk teman- teman, maupun lembaga 
seperti Pendidikan, Pengadilan, dan Lembaga Bantuan Hukum, 
mengenai mediasi pembagian harta bersama pasca perceraian di 
pengadilan. 
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E. Kerangka Teori 
1. Mediasi Menurut Perma No. 1 Tahun 2016 
Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 
2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyebutkan 
pengertian mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses 
perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan 
dibantu mediator.
9
 Sedangkan mediator sendiri merupakan pihak 
netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna 
mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa 
menggunakan cara memutus atau memaksa sebuah penyelesaian.
10
 
Hal ini termuat dalam pasal 1 ayat (2) Peraturan Mahkamah 
Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di 
Pengadilan. Proses mediasi diwajibkan ditempuh pada hari sidang 
pertama, yang dihadiri oleh para pihak yang bersengketa. Artinya para 
pihak yang berperkara di pengadilan wajib untuk menempuh 
perdamaian terlebih dahulu melalui proses mediasi karena mediasi 
sendiri merupakan cara penyelesaian sengketa yang mengedepankan 
dialog untuk mencari jalan tengah dengan dibantu pihak ketiga 
sebagai penyambung antara pihak tanpa memutuskan atau memaksa 
menyelesaikan perkara. 
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Suyud Margono mengutip dari Fuller, Riskin dan Westbrook 
bahwa fungsi mediator ada 7, yakni, sebagai catalyst, educator, 
translator resource person,bearer of bad news, agent of reality, dan 
scapegoat: 
11
   
a. Katalisator, maksudnya mengandung pengertian bahwa kehadiran 
mediator dalam proses perundingan mampu mendorong lahirnya 
suasana yang konstruktif bagi diskusi. 
b. Pendidik, maksudnya seseorang harus berusaha memahami 
aspirasi, prosedur kerja, dan kendala usaha dari para pihak. Oleh 
sebab itu, ia harus berusaha melibatkan diri dalam dinamika 
perbedaaan antara para pihak. 
c. Penerjemah, maksudnya mediator harus berusaha menyampaikan 
dan merumuskan usulan pihak yang satu kepada pihak yang lain 
melalui bahasa atau ungkapan yang baik dengan tanpa mengurangi 
sasaran yang dicapai oleh pengusul. 
d. Narasumber, maksudnya seorang mediator harus mendayagunakan 
sumber-sumber informasi yang tersedia. 
e. Penyandang berita jelek, maksudnya mediator harus menyadari 
bahwa para pihak dalam proses perundingan dapat bersikap 
emosional. Untuk itu mediator harus mengadakan pertemuan 
terpisah dengan pihak-pihak terkait untuk menampung berbagai 
usulan.  
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f. Agen realitas, maksudnya mediator harus berusaha memberi 
pengertian secara jelas kepada salah satu pihak bahwa sasarannya 
tidak mungkin/ tidak masuk akal tercapai melalui perundingan. 
g. Kambing hitam, maksudnya seorang mediator harus siap 
disalahkan, misalnya dalam pembuatan kesepakatan hasil 
perundingan. 
Dalam penelitian ini, teori ini memiliki fungsi untuk menjadi 
tolak ukur keberhasilan mediasi antara mediator dengan pihak yang 
dimediasi itu sendiri. Mediator  tidak memaksakan penyelesaian atau 
mengambil kesimpulan yang mengikat terhadap pihak yang 
bersengketa, akan tetapi lebih memberdayakan para pihak untuk 
menentukan solusi apa yang mereka inginkan. Mediator juga 
mendorong dan menfasilitasi dialog, membantu para pihak 
mengklarifikasi kebutuhan dan keinginan-keinginan mereka, 
menyiapkan paduan, membantu para pihak dalam meluruskan 
perbedaan-perbedaan pandangan dan bekerja untuk sesuatu yang dapat 
diterima para pihak yang bersengketa lalu dibuatkan suatu memo yang 
memuat kesapakatan-kesapakatan yang telah dicapai oleh para pihak 
yang bersengketa. 
2. Teori Efektivitas 
Soerjono Soekanto mengatakan bahwa efektif adalah taraf 
sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat 
dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat 
11 
 
itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah 
perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum. Sehubungan 
dengan persoalan efektivitas hukum, pengidentikkan hukum tidak 
hanya dengan unsur paksaan eksternal namun juga dengan proses 
pengadilan. Ancaman paksaan pun merupakan unsur yang mutlak ada 
agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja 
unsur paksaan inipun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya 
suatu ketentuan atau aturan hukum.
12
 
Membicarakan tentang efektivitas hukum berarti mebicarakan 
daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat 
untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif apabila faktor-faktor 
yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-
baiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-
undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu 
hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga 
masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau 
dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan tersebut mencapai 
tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan 
perundang-undangan tersebut telah dicapai. 
Sebenarnya pada hakikatnya persoalan efektivitas hukum 
mempunyai hubungan yang sangat erat dengan persoalan penerapan, 
pelaksanaan dan penegakan hukum dalam masyrakat demi tercapainya 
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tujuan hukum. Artinya hukum benar-benar berlaku secara filosofis, 
juridis, dan sosiologis. Untuk membahas ketidakefektivan hukum, ada 
baiknya juga memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi 
efektivitas suatu penerapan hukum. Hal ini sejalan dengan apa yang 
diungkapkan Ishaq bahwa dasar-dasar ilmu hukum adalah faktor-
faktor yang mempengaruhi dan mempunyai arti sehingga dampak 
positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut.
13
       
Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah 
efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, 
yaitu:
14
 
1. Faktor hukumnya sendiri (Undang-undang). 
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk 
maupun yang menerapkan hukum.  
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. 
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut 
berlaku atau diterapkan. 
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang 
didasarkan pada karya manusia di dalam pergaulan hidup.  
Kelima faktor diatas saling berkaitan dengan eratnya, oleh 
karena itu merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan 
tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Pada elemen 
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pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut 
dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu 
sendiri.  
Teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto 
tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli 
Atmasasmita yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas 
penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aperatur 
penegak hukum (hakim, jaksa, polisi, dan penasehat hukum) akan 
tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering 
diabaikan.
15
 
     
F. Tinjauan Pustaka 
Berkenaan dengan hal tersebut penelitian sebelumnya mengkaji 
upaya perdamaian, dalam hal ini mediasi. Namun karya-karya ilmiah 
tersebut belum menekankan pada sikap hakim moderator dalam perkara 
harta bersama, khususnya pada Pengadilan Agama Boyolali. Adapun 
beberpa karya ilmiah yang membahas tentang hakim moderator yaitu: 
Skripsi dari M. Rizal Abdul Majid yang berjudul “Efektivitas 
Mediasi Hakim Di Pengadilan Agama Surakarta Dalam Menyelesaikan 
Perkara Cerai Gugat” ditulis pada tahun 2017 di Fakultas Syariah Jurusan 
(Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah) Hukum Keluarga Islam IAIN Surakarta. 
Penelitian ini membahas untuk mengetahui lebih jauh mengenai 
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bagaimana proses mediasi dalam menyelesaikan perkara cerai gugat di 
Pengadilan Agama Surakarta, dan bagaimana efektivitas penerapan 
mediasi hakim dalam menyelesaikan perkara cerai gugat di Pengadilan 
Agama Surakarta menurut Perma Nomor 1 Tahun 2008.
16
 Perbedaan 
dengan hasil skripsi yang disusun oleh penyusun adalah membahas 
mengenai bagaimana efektivitas dan proses mediasi hakim dalam 
menyelesaikan perkara harta bersama di Pengadilan Agama Boyolali 
sehingga mengetahui beberapa faktor pewujud dan faktor penghambat 
dalam proses mediasi.   
Skripsi dari Angga Budi Saputro yang berjudul “Analisis Putusan 
Hakim Tentang Pembagian Harta Bersama (Gono Gini) Akibat 
Perceraian Di Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2015” ditulis pada 
tahun 2017 di Fakultas Syariah Jurusan Al-(Ahwal Asy-Syakhshiyah) 
Hukum Keluarga Islam IAIN Surakarta. Penelitian ini membahas untuk 
mengetahui lebih jauh mengenai bagaimana proses analisa putusan hakim 
menyelesaikan perkara mengenai pembagian harta bersama (gono-gini) 
akibat perceraian di Pengadilan Agama Surakarta tahun 2015.
17
 Perbedaan 
skripsi ini dengan hasil skripsi yang  disusun oleh penyusun adalah 
membahas bagaimana prosedur tentang mediasi dengan objek yang sama 
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yaitu harta bersama akan tetapi berbeda lokasi penelitian yang dikaji dan 
metode penelitian yang digunakan, dan dari segi efektivitasnya mediasi 
dalam perkara harta bersama. 
Skripsi dari Ubaidillah yang berjudul “Efektivitas dan Peranan 
Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam Mewujudkan Proses Mediasi” 
ditulis pada tahun 2011 di Fakultas Syariah Hukum UIN Syarif 
Hidayatullah Jakarta. Penelitian ini membahas lebih jauh mengenai peran 
Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam menyelesaikan perkara melalui 
mediasi.
18
 Perbedaan skripsi ini dengan hasil skripsi yang disusun oleh 
penyusun adalah efektivitas dan peranan pengadilan dalam mengatur 
prosedur mediasi dalam perkara harta bersama di lokasi penelitian yang 
berbeda. 
Artikel dari Veny Risky Indahsari, Sugijono, Emi Zulaika, 
(Mahasiswa Bagian Perdata Humas, Fakultas Hukum, Universitas Jember) 
“Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Melalui Mediasi” dalam artikel 
ini penulis membahas tentang penyelesaian sengketa secara khusus 
sehingga ketidakseimbangan kepemilikan dengan adanya kebijakan untuk 
menyetarakan sengketa harta bersama.
19
 Perbedaan artikel ini dengan hasil 
skripsi yang penulis susun adalah apa saja faktor pendukung maupun 
penghambat dalam proses mediasi itu sendiri. 
                                                          
18
 Ubaidillah, “Efektivitas dan Peranan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam 
Mewujudkan Proses Mediasi”, Jurusan Hukum UIN Syarif Hidaytullah, 2011. 
 
19
 Veny Risky Indahsari, Sugijono, Emi Zulaika, “Penyelesaian Sengketa Harta Bersama 
Melalui Mediasi” Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa, (Jember), 2014. hlm.1 
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Artikel Nita Nurvita, (Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 
Riau) “Peranan Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Cerai Gugat Di 
Pengadilan Agama Pekanbaru” dalam jurnal ini penulis membahas 
tentang bagaimana peranan atau efektivitas seorang moderator dalam 
menyelesaikan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Pekan Baru.
20
 
Perbedaan artikel ini dengan hasil peneliian penulis adalah dari subjek 
masalah sengketa dan daerah tempat penelitian.  
 
G. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian hukum yang digunakan peneliti adalah jenis 
penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif sebagai 
penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak 
menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya. 
Pengertian ini mempertentangkan penelitian kualitatif dengan 
penelitian yang bernuansa kuantitatif yaitu dengan menonjolkan bahwa 
usaha kuantifikasi apapun tidak perlu digunakan pada penelitian 
kualitatif.
21
  
Penelitian kualitatif didasarkan pada upaya membangun 
pandangan mereka yang diteliti secara rinci, dibentuk dengan kata-
kata, gambaran holistik dan rumit. Moleong menjelaskan penelitian 
                                                          
20
 Nita Nurvita “Peranan Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Cerai Gugat Di 
Pengadilan Agama Pekanbaru” Jurnal Online Mahasiswa, (Riau) Vol. III Nomor 2, 2016, hlm. 1. 
  
21
 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, Cet. 22, PT. Remaja 
Rosdakarya Offset, (Bandung: 2006), hlm. 5. 
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kualitatif adalah penlitian yang bermaksud dengan memahami 
fenomena tentang apa yang yang dialami oleh subjek penelitian, 
misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara 
holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, 
pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan 
berbagi metode alamiah.
22
  Sifat penelitian ini memaparkan, mengkaji 
dan mengkaitkan data-data yang diperoleh baik secara tekstual (seperti 
aslinya) maupun kontekstual (pemahaman terhadap data) ke dalam 
tulisan guna mendapatkan kejelasan terhadap permasalahan yang 
dibahas untuk dipaparkan dalam bentuk penjalasan.
23
 
2. Tempat Dan Waktu Penelitian  
Penelitian ini dilakukan disalah satu instansi pemerintah di 
bidang peradilan yakni, Pengadilan Agama Boyolali yang terletak di 
Jalan Pandanaran No.167, Bayanan Siswodipuran, Kec. Boyolali, 
Kabupaten Boyolali, 57311 Provinsi Jawa Tengah, Indonesia, sebagai 
instansi yang bersentuhan langsung secara intens melayani kebutuhan 
jasa pelayanan untuk masyarakat. Penelitian ini saya mulai pada 
tanggal 08 Februari 2019 sampai 08 Feberuari 2020.  
 
 
 
                                                          
22
 Ibid. 
 
23
 P. Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek, Rineka Cipta, (Jakarta: 
1991), hlm. 106. 
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3. Sumber Data 
a. Data Primer 
Sumber primer adalah data yang langsung memberikan data 
kepada pengumpulan data.
24
 Dalam menyusun penelitian ini, data 
yang diperoleh melalui penelitian hukum langsung dari 
narasumber/ instansi dari sampel di penelitian. Data tersebut 
berkaitan dengan peranan hakim mediator dan para pihak dalam 
penyelesaian perkara harta bersama di Pengadilan Agama Boyolali.  
b. Data Sekunder 
Sumber data sekunder adalah sumber data penelitian yang 
diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara 
(diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).
25
 Data sekunder adalah 
sumber data pustaka yang berisikan informasi lebih lanjut 
mengenai sumber data primer yang masih berhubungan atau 
relevan dengan penelitian ini.
26
 Khususnya tentang mediasi hakim 
di Pengadilan Agama Boyolali dalam menyelesaikan perkara harta 
bersama pasca perceraian, seperti data pengajuan harta bersama, 
buku register mediasi harta bersama Tahun 2016-2019, dan laporan 
perkara mediasi harta bersama yang diputus Pengadilan Agama 
Boyolali Tahun 2016-2019. 
  
                                                          
24
 Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Alfabeta, (Bandung: 
2016), hlm. 308. 
 
25
 Ibid. hlm. 441 
 
26
 Bambang Waluya, Penelitian Hukum dan Praktek, Sinar Grafika, (Jakarta: 2002), hlm. 51. 
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4. Teknik Pengumpulan Data 
Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang 
dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian.
27
 
a. Wawancara, yaitu penelitian mengumpulkan data melalui 
wawancara, dengan menyiapkan beberapa pertanyaan secara 
tertulis tentang fokus penelitian yang dijadikan oleh peneliti 
sebagai alat bantu untuk mewawancarai dengan metode wawancara 
terstuktur. Wawancara terstruktur adalah metode wawancara 
dimana pewawancara telah menyiapkan terlebih dahulu daftar 
pertanyaan yang hendak disampaikan kepada:  
1) Ketua Pengadilan Agama Boyolali, dalam hal ini pewawancara 
terikat pada daftar pertanyaan yang dibuat agar mendapatkan 
data sesuai dengan permasalahan yang diteliti. 
2) Mediator adalah hakim atau pihak yang memiliki Sertifikat 
Mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak 
dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan 
penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau 
memaksakan sebuah penyelesaian.
28
    
b. Dokumentasi, yaitu dokumen atau catatan peristiwa yang sudah 
berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-
                                                          
27
 W. Gula, Metodologi Penelitian, PT. Grafinda Widiasarana Indonesia, (Jakarta: 2002),   
hlm. 110 
 
28
 Maskur Hidayat, Strategi dan Taktik Mediasi: Berdasarkan Peraturan Mahakamah 
Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.   
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karya monumental dari seseorang.
29
 Dengan teknik penyusun 
meneliti data-data yang diperoleh dari dokumen yang ada di tempat 
penelitian seperti foto, salinan surat-surat selama melakukan 
penelitian di Pengadilan Agama Boyolali.   
5. Analisis Data 
Berdasarkan dengan rumusan permasalahan dan pembahasan 
atas permasalahan yang digunakan maka teknik analisis data penulisan 
dilakukan dengan cara kualitatif. Hal ini disebabkan data yang 
terkumpul tidak berupa angka-angka, data tersebut sukar diukur 
dengan angka dan hubungan antar veriabel tidak jelas.
30
 Pada metode 
deskriftif ini penyusun berusaha mendeskripsikan peristiwa dan 
kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan 
khusus terhadap peristiwa tersebut.  
Selanjutnya diuraikan dan disimpulkan dengan memakai metode 
berfikir deduktif. Pada prosedur deduktif, bertolak dari suatu proposisi 
umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini) dan berkahir pada 
suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat lebih khusus.
31
 
Karena kesimpulan bersifat khusus, maka penyusun mendasarkan 
penarikan kesimpulan tersebut kemudian dari data masuknya 
                                                          
29
 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D, Cet, XIII, CV. Alfabeta, 
(Bandung: 2011) hlm. 240. 
 
30
 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, (Jakarta, 2002) 
hlm.78. 
31
 Bambang Waluyo, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, (Jakarta, 2011) 
hlm. 45.  
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permohonan harta bersama kemudian lanjut kepada data mediasi, 
kemudian melihat hambatan yang terjadi dalam praktik mediasi. 
  
H. Sistematika Penulisan 
Agar penulisan skripsi ini lebih mudah dipahami maka penyusunan 
sistematikanya sebagai berikut: 
Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang berfungsi sebagai 
pola dasar yang didalamnya tercangkup pembahasan latar belakang 
masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, 
tinjauan pustaka, metode penelitian dan sitematik penulisan. 
Bab kedua, merupakan bab yang membahas tentang mediasi. 
Pertama tinjauan umum tentang mediasi, yang meliputi: Pengertian 
mediasi, dasar hukum mediasi, peran dan fungsi mediator, prosedur 
mediasi, jenis perkara mediasi, dan sarana prasarana mediasi. Kedua, teori 
efektivitas hukum. 
Bab ketiga, penyusun membahas tentang gambaran Pengadilan 
Agama Boyolali, sejarah Pengadilan Agama Boyolali dan visi-misi 
Pengadilan Agama Boyolali. Kedua, pelaksanaan mediasi di Pengadilan 
Agama Boyolali. Ketiga, tingkat keberhasilan dan kegagalan mediasi 
perkara harta bersama pasca perceraian di Pengadilan Agama Boyolali, 
dan Keempat, peluang dan hambatan bagi hakim mediator dalam 
penyelesaian sengketa harta bersama pasca perceraian.  
Bab keempat, penyusun melakukan analisis tentang bagaimana peran 
hakim mediator dalam menyelesaikan perkara harta bersama pasca 
22 
 
perceraian di Pengadilan Agama Boyolali tahun 2016-2019. Kedua,  
analisis pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Boyolali dalam 
menyelesaikan perkara harta bersama pasca perceraian tahun 2016-2019.  
BAB Kelima, penutup yang memuat kesimpulan dan saran-saran 
dari hasil penelitian. 
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BAB II 
LANDASAN TEORI 
 
A. Tinjauan Umum Tentang Mediasi 
Istilah mediasi cukup gencar dipopulerkan oleh para akademisi dan 
praktisi akhir-akhir ini. Para ilmuan berusaha mengungkap secara jelas 
makna mediasi dalam berbagai literatur ilmiah riset dan studi akademik. 
Para praktisi juga cukup banyak menerapkan mediasi dalam praktik 
penyelesaian sengketa. Perguruan Tinggi dan Lembaga Swadaya 
Masyarakat (LSM), dan berbagai lembaga lain cukup banyak menaruh 
perhatian pada mediasi ini. Namun, istilah mediasi tidak mudah 
didefinisikan secara lengkap dan menyeluruh, karena cakupannya cukup 
luas. Penyelesaian konflik (sengketa) secara damai telah dipraktikkan 
dalam kehidupan masyarakat Indonesia berabad-abad lalu. Masyarakat 
Indonesia merasakan penyelesain sengketa secara damai telah 
mengantarkan mereka pada kehidupan yang harmonis, adil dan seimbang, 
dan terpeliharanya nilai-nilai kebersamaan (komunalitas) dalam 
masyarakat. 
Mediasi dengan landasan musyawarah menuju kesepakatan damai 
mendapat pengaturan tersendiri dalam sejumlah produk hukum Hindia-
Belanda maupun dalam produk hukum setelah Indonesia merdeka sampai 
hari ini. Pengaturan alternatif penyelesaian sengketa dalam aturan hukum 
amat penting, mengingat Indonesia adalah negara hukum (rechtsstaat).
1
 
                                                          
1
 Pringgodigdo, Tiga Undang-Undang Dasar, (Jakarta: PT Pembangunan, 1981), hlm 
127; Mulya Lubis, “The Rechstaat and Human Rights”, dalam Timothy Lindsey (ed.), Op. cit., 
hlm.171.   
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Dalam negara hukum tindakan lembaga negara dan aperatur negara harus 
memiliki landasan hukum, karena tindakan negara atau aperatur negara 
yang tidak ada dasar hukumnya dapat dibatalkan atau batal demi hukum. 
Mediasi sebagai instituti penyelesaian sengketa dapat dilakukan oleh 
hakim (aperatur negara) di pengadilan atau pihak lain di luar pengadilan, 
sehingga keberadaannya memerlukan aturan hukum. Berikut beberpa 
aturan yang melandasi mediasi dari masa ke masa:      
a. Masa Kolonial Belanda 
Pada masa Kolonial Belanda pengaturan penyelesaian sengketa 
melalui upaya damai lebih banyak ditunjukan pada proses perdamaian 
dilingkungan peradilan, sedangkan penyelesaian sengketa di luar 
pengadilan, Kolonial Belanda cenderung memberikan kesempatan pada 
hukum adat. Belanda menyakini bahwa hukum adat mampu 
menyelesaikan sengketa kaum pribumi secara damai, tanpa memerlukan 
intervensi pihak penguasa Kolonial Belanda.
2
 Pada masa Kolonial Belanda 
lembaga pengadilan di berikan kesempatan untuk mendamaikan para 
pihak yang bersengketa. Kewenangan mendamaikan hanya sebatas kasus-
kasus keluarga dan perdata pada umumya seperti perjanjian, jual beli, dan 
sewa menyewa serta berbagai aktivitas bisnis lainnya.
3
 
 
      
                                                          
2
 Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional, 
(Jakarta: Kencana Prenanda Media Group), 2011, hlm. 286. 
 
3
 R. Tresna Komentar HIR, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1979), hlm. 298.  
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b. Masa Kemerdekaan Sampai Sekarang 
Dalam Pasal 24 UUD 1945 ditegaskan bahwa kekuasaan 
kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan 
yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan 
peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata 
usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Ketentuan Pasal 24 
mengisyaratkan bahwa penyelesaian sengketa yang terjadi di kalangan 
masyarakat dilakukan melalui jalur pengadilan (litigasi). Badan peradilan 
adalah pemegang kekuasaan kehakiman yang mewujudkan hukum dan 
keadilan. Meskipun demikian, sistem hukum Indonesia juga membuka 
peluang menyelesaikan di luar jalur pengadilan (nonlitigasi).
4
 Dalam 
peradilan di Indonesia, proses penyelesaian perkara/sengketa menganut 
asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Ketentuan itu diatur dalam Pasal 4 
ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-
ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana yang telah diubah 
dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas 
Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970. Asas ini berlaku pada lembaga 
pemegang kekuasaan kehakiman yang terdiri atas Mahakamah Agung dan 
badan-badan perdilan di bawahnya.
5
 
Upaya damai di pengadilan diatur dalam Pasal 39 Undang-undang 
Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, 
Pasal 115, 131, 143 dan 144 Kompilasi Hukum Islam, serta Pasal 32 
                                                          
4
 Ibid. hlm. 295 
 
5
 Ibid. 
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Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Ketentuan yang termuat 
dalam Pasal-pasal ini meminta hakim untuk berusaha mendamaikan para 
pihak sebelum perkara mereka diputuskan. Upaya damai tidak hanya 
dilakukan hakim pada saat permualaan sidang, tetapi juga pada setiap 
proses pemeriksaan perkara. Hakim dituntut selalu menawarkan upaya 
damai dalam setiap proses peradilan, karena penyelesaian perkara melalui 
kesepakatan damai jauh lebih baik,  bila dibandingkan dengan vonnies 
hakim.
6
 Pentingnya upaya damai dalam menyelesaikan sengketa keluarga, 
mengharuskan hakim mengajak atau menghadirkan pihak terdekat atau 
keluarga terdekat para pihak, agar mereka dapat menempuh jalur damai, 
dan bila upaya ini gagal maka hakim akan menyelesaikan perkara tersebut 
melalui proses hukum.  
Ketentuan-ketentuan hukum tersebut tidak menegaskan secara 
kongkrit mediasi sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa, baik di 
pengadilan maupun di luar pengadilan. Ketentuan mengenai mediasi baru 
di temukan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang 
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Peraturan Pemerintah 
Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyediaan Jasa Pelayanan 
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan dan 
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2003 tentang Prosedur 
Mediasi di Pengadilan.
7
 
                                                          
6
 Ibid, 293. 
 
7
 Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional, 
(Jakarta: Kencana Prenanda Media Group), 2011, Hlm. 294. 
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1. Pengertian Mediasi 
Mediasi tidak memberikan satu model yang dapat diuraikan secara 
terperinci dan dibedakan dari proses pengambilan keputusan lainnya.
8
     
Dalam hal ini penulis akan menguraikan sebagai berikut pengertian 
mediasi dalam hukum Islam, kemudian mediasi menurut hukum positif 
dan beberapa ahli. 
a. Pengertian Mediasi Menurut Hukum Islam 
Dalam sejarah peradaban Islam, perdamaian dikenal dengan kata 
Sulḥ yang berarti memutus/ menyelesaikan persengketaan atau 
perdamaian. Istilah sulḥ ditemukan dalam literartur fikih yang berkaitan 
dengan persoalan transaksi, perkawinan, peperangan, dan pemberontakan. 
Sebagai istilah, sulḥ didefinisikan sebagai akad yang ditentukan untuk 
menyelesaikan pertengkaran. 
Sulḥ sebagai sarana perwujudan perdamaian yang dapat 
diupayakan bagi pihak yang bersengketa atau dari pihak ketiga yang 
berusaha membantu para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka. 
Keterlibatan pihak ketiga dapat bertindak sebagai mediator atau fasilitator 
dalam proses sulḥ. Penerapan sulḥ dalam hukum Islam, sebenarnya sangat 
luas, tidak hanya digunakan untuk menyelesaikan sengketa yang berkait 
dengan harta (mua‘malah), tetapi juga dapat digunakan untuk 
menyelesaikan berbagai masalah seperti keluarga dan politik.
9
 
                                                          
8
 Gatot Sumartono, Arbitrase dan Mediasi di Indonesia, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka 
Utama, 2006), hlm.119. 
 
9
 Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional, 
(Jakarta: Kencana Prenanda Media Group), 2011,  hlm 204.  
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Syahrizal Abbas menjelaskan bahwa pengertian as- sulḥ  secara 
bahasa berarti menyelesaikan perselisihan atau pertengkaran. Kemudian 
Sayyid Sabiq menambahkan pengertian sulḥ dengan akad yang mengakhiri 
persengketaan antara dua pihak. Dengan demikian, akad yang digunakan 
dalam sulḥ bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan pertengkaran 
antara dua pihak yang terikat dengan akad sebelumnya. Akad yang 
digunakan dalam sulḥ bertujuan untuk mewujudkan perdamaian antara 
para pihak yang terlibat dalam persengketaan.
10
          
Selain kata sulḥ, mediasi dalam literatur Islam juga disamakan 
dengan taḥkim. Taḥkim dalam terminologi fikih ialah adanya dua orang 
atau lebih yang meminta orang lain agar diputuskan perselisihan yang 
terjadi antara mereka dengan hukum syar’i. Taḥkim yakni berlindungnya 
dua pihak yang bersengketa kepada orang yeng mereka sepakati dan 
setujui serta rela menerima keputusannya untuk menyelesaikan 
persengketaan mereka, berlindungnya dua pihak yang berengketa kepada 
orang yang mereka tunjuk (sebagai penengah) untuk memutuskan/ 
menyelsaikan perselisihan yang terjadi diantara mereka.
11
 
Kemudian dalam Islam seorang mediator disebut dengan istilah  
ḥakam. Ḥakam ialah seorang utusan delelgasi dari pihak yang bersengketa 
(suami isteri), yang dilibatkan dalam penyelesaian sengketa antara 
keduanya. Tetapi dalam kondisi tertentu Majelis Hakim dapat mengangkat 
ḥakam yang bukan dari keluarga para pihak, diantaranya yang berasal dari 
                                                          
10
 Ibid. hlm 205. 
 
11
 Ibid. hlm. 206. 
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hakim mediator yang sudah ditetapkan atau ditunjuk oleh lembaga 
peradilan.
12
 
Peradilan dalam perspetif hukum Islam dapat disepadankan dengan 
Al-Qadla. Peradilan secara terminologis dapat diartikan sebagai daya 
upaya mencari keadilan atau menyelesaikan perselisihan hokum yang 
dilakukan menurut peraturan-peraturan dan lembaga-lembaga tertentu 
dalam pengadilan.
13
  
b. Pengertian Mediasi Menurut Hukum Positif dan Para Ahli  
Secara konseptual mediasi secara bahasa (etimologi) berasal dari 
bahasa latin, mediare yang berarti berada tengah.
14
 Maksud berada di 
tengah merupakan netral tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa 
para pihak. Ia harus bisa menjaga kepentingan para pihak dengan 
menumbuhkan kepercayaan para pihak untuk mencari titik temu dan solusi 
tanpa memikirkan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Penjelasan 
mediasi dari sesi kebahasaan (etimologi) lebih menekankan pada 
keberadaan pihak ketiga yang menjembatani para pihak bersengketa untuk 
menyelesaikan perselisihannya. Penjelasan ini amat penting guna 
                                                          
12
 Muhammad Saifullah, Mediasi dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di 
Indonesia, (Semarang: Walisongo Press, 2009), hlm. 12. 
  
13
 Zaini Ahmad Noeh, Sejarah Singkat Peradilan Agama Islam di Indonesia, (Surabaya: 
Bina Ilmu, 1980), hlm. 15. 
 
14
 Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional, 
(Jakarta: Kencana Prenanda Media Group), 2011,  hlm. 2. 
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membedakan dengan bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa 
lainnya seperti arbitrase, negosiasi, adjudikasi, dan lain-lain.
15
  
Sedangkan secara (terminologi) menurut Peraturan Mahkamah 
Agung Nomor 1 Tahun 2016, pengertian mediasi diatur dalam Pasal 1 ayat 
(1) yaitu: 
Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses 
perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan 
dibantu mediator;
16
 
 
Sedangkan pengertian mediator sendiri diatur dalam Pasal 1 ayat (2): 
Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat 
Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dlam 
proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan 
penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau 
memaksakan sebuah penyelesaian.
17
 
 
Kemudian menurut Pengadilan Agama Boyolali pengertian 
mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan 
atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak 
memiliki kewenangan memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. 
Ciri utama proses mediasi adalah perundingan yang esensinya sama 
dengan proses musyawarah atau konsensus, maka tidak boleh ada ada 
paksaan untuk menerima atau menolak sesuatu gagasan atau penyelesaian 
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 Ibid, hlm 3. 
 
16
 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di 
Pengadilan Pasal 1 ayat (1). hlm 3. 
 
17
 Ibid. 
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selama proses mediasi berlangsung. Segala sesuatunya harus memperoleh 
persetujuan dari para pihak.
18
 
Rahmadi menjelaskan bahwa pengertian mediasi adalah suatu 
proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui 
perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak 
memiliki kewenangan memutus.
19
 Mediasi merupakan salah satu 
instrumen efektif dalam penyelesaian sengketa yang memliki banyak 
manfaat dan keuntungan. Diantaranya manfaat dan keuntungan 
menggunakan jalur mediasi adalah sengketa dapat diselesaikan dengan 
win-win solution, waktu yang digunakan tidak berkepanjangan, biaya lebih 
ringan dan tetap terpelihara hubungan antara pihak yang bersengketa dan 
terhindarkannya persoalan mereka dari publikasi yang berlebihan.
20
 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mediasi diberi arti 
sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu 
perselisihan sebagai penasihat.
21
 Pengertian mediasi yang dipaparkan oleh 
Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung beberapa unsur penting, 
diantaranya: 
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 https://pa-boyolali.go.id/new/layanan-hukum/mediasi diakses pada hari minggu 29 
September 2019. 
 
19
 Takdir Rahmadi, Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat, 
(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 12. 
 
20
 Arum Kusumaningrum, Yunanto, Benny Riyanto, Efektivitas Mediasi Dalam Perkara 
Perceraian Di Pengadilan Negeri Semarang, Diponegoro Law Journal, Volume 6, No. 1, Tahun 
2017, hlm 1. 
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 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar 
Bahasa Indonesia, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998), hlm. 569. 
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a. Mediasi merupakan proses penyelesaian perselisihan atau sengketa 
yang terjadi antara dua pihak atau lebih; 
b. Pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak-pihak 
yang berasal dari luar pihak yang bersangkutan; 
c. Pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut bertindak 
sebagai penasihat dan tidak memiliki kewenangan apa-apa dalam 
pengambilan putusan.
22
  
Syahrizal Abbas menjelaskan, para ahli resolusi konflik beragam 
dalam memberikan definisi mediasi sesuai dengan sudut  pandang masing-
masing, seperti Laurence Bolle menyatakan; 
“mediation is a decision making process in which the parties are 
assisted by a mediator; the mediator attempt to improve the 
process of decision making and to assist the parties the reach an 
outcome to which of them can assent.” 
  
Sedangkan J. Folberg dan A. Taylor memaknai mediasi dengan;  
“... the process by which the participants, together with the 
assistance of neutral persons, systematically isolate dispute in 
order to develop options, consider alternative, and reach 
consensual settlement that will accommodate their needs.” 
 
Pengertian mediasi yang diberikan dua ahli diatas, lebih menggambarkan 
esensi kegiatan mediasi dan peran mediator sebagai pihak ketiga. Bolle 
menekankan bahwa mediasi adalah proses pengambilan keputusan yang 
dilakukan oleh para pihak dengan dibantu pihak ketiga sebagai mediator. 
Pernyataan Bolle menunjukan bahwa kewenangan pengambilan keputusan 
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 Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional, 
(Jakarta: Kencana Prenanda Media Group), 2011, hlm. 3. 
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sepenuhnya berada di tangan para pihak, dan mediator hanyalah 
membantu para pihak di dalam proses pengambilan keputusan tersebut.
23
 
J. Folberg dan A. Taylor lebih menekankan konsep mediasi pada upaya 
yang dilakukan mediator dalam menjalankan kegiatan mediasi. Kedua ahli 
ini menyatakan bahwa penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi 
dilakukan secara bersama-sama oleh para pihak yang bersengketa dan 
dibantu oleh pihak yang bersifat netral.
24
 
Pengertian mengenai mediasi di Indonesia secara lengkap dapat 
ditemukan dalam Peraturan Mahkamah Agung tentang Prosedur Mediasi 
di Pengadilan. Pengertian mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung  
tidak jauh berbeda dengan esensi mediasi yang dikemukakan oleh para 
ahli resolusi konflik. Namun, pengertian ini menekankan pada satu aspek 
penting yang mana mediator proaktif mencari berbagai kemungkinan 
penyelesaian sengketa. Mediator harus mampu menekankan alternatif-
alternatif penyelesaian sengketa. Mediator tidak hanya terikat dan terfokus 
pada apa yang dimiliki oleh para pihak dalam penyelesaian sengketa 
mereka. Dan juga mediator harus bisa menawarkan solusi lain, ketika para 
pihak tidak lagi memiliki alternatif penyelesaian sengketa, atau para pihak 
sudah mengalami kesulitan atau bahkan terhenti (deadlock) dalam 
penyelesaian sengketa mereka. Disinilah peran penting seorang mediator 
sebagai pihak ketiga yang netral dalam membantu para pihak 
menyelesaikan sengketa secara damai. Oleh karenanya, mediator harus 
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mempunyai sejumlah skill yang dapat memfasilitasi dan membantu para 
pihak dalam penyelesaian sengketa mereka. 
Mediasi juga wajib dilakukan oleh para pihak yang berperkara 
secara perdata di pengadilan yang dilakukan pada hari pertama sidang. 
Kemudian setelah proses mediasi ditempuh, maka mereka wajib 
menghadap kembali pada hakim di sidang yang ditentukan dan jika para 
piha mencapai kesepakatan, maka mereka dapat meminta penetapan 
dengan suatu akta perdamaian. Namun, jika kesepakatan tidak tercapai 
maka mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi 
gagal dan selanjutnya sidang dilanjutkan sebagaimana acara sidang 
biasa.
25
 Dalam mediasi, penyelesaian sengketa lebih banyak muncul dari 
keinginan dan inisiatif para pihak, sehingga mediator berperan membantu 
mereka mencapai kesepakatan-kesepakatan. Dalam membantu para pihak 
yang bersengketa, mediator bersifat tidak memihak. Kedudukan mediator 
seperti ini amat penting, karena akan menumbuhkan kepercayaan yang 
memudahkan mediator melakukan kegiatan mediasi. Kedudukan mediator 
yang tidak netral, tidak hanya menyulitkan kegiatan mediasi tetapi dapat 
membawa kegagalan.
26
 
                                                          
25
 Nurnaningsih Amriani, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengekta Perdata di 
Pengadilan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 59. 
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 Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional, 
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Para pihak yang bersengketa memiliki hak untuk memilih 
mediator, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Nomor 1 
Peraturan Mahkamah Agung Tahun 2008, yaitu:
27
 
(1) Para pihak berhak memilih mediator diantara pilihan-pilihan berikut: 
a. Hakim bukan pemeriksa perkara pada pengadilan yang 
bersangkutan; 
b. Advokat atau akademisi hukum; 
c. Profesi bukan hukum yang dianggap para pihak menguasai atau 
berpengalaman dalam pokok sengketa; 
d. Hakim majelis pemeriksa perkara; 
e. Gabungan antara mediator yang disebut dalam butir a dan d, atau 
gabungan butir b dan d, atau gabungan butir c dan d.  
Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat ditarik kesimpulan 
bahwa pengertian mediasi dan mediator mengandung unsur-unsur sebagai 
berikut: 
1. Mediasi adalah sebuah proses penyelesaian sengketa yang berdasarkan 
asas sukarela melalui suatu perundingan atau musyawarah untuk 
menghasilkan suatu kesepakatan yang dapat diterima oleh para pihak 
yang bersengketa. 
2. Mediator tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan 
selama perundingan atau musyawarah berlangsung, mediator hanya 
sebagai jembatan/ penghubung untuk membantu para pihak 
menemukan titik temu penyelesaian sengketa. 
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 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di 
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2. Dasar Hukum Mediasi 
a. Dasar Hukum Mediasi dalam Hukum Islam  
Proses beracara di Pengadilan, seorang hakim mewajibkan para pihak 
untuk menempuh mediasi sebelum perkara dijatuhkan putusan oleh 
majelis hakim. Mediasi diharapkan mampu mengatasi penumpukan 
perkara, mediasi dipandang sebagai cara penyelesaian sengketa yang lebih 
cepat dan mudah, mediasi juga diharapkan mampu memperluas akses 
bagi masyarakat untuk mendapatkan keadilan, serta memaksimalkan 
lembaga damai dalam Peradilan Agama. Adapun dasar diwajibkannya 
melakukan proses mediasi dalam penyelesaian perkara dijelaskan dalam 
Al-Qur’an dan Hadist, diantaranya:  
Q. S An- Nissa’ ayat 35 
                                  
                    
Artinya : Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara 
keduanya, Maka kirimlah seorang hakam
28
 dari keluarga laki-laki dan 
seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu 
bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik 
kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi 
Maha Mengenal.
29
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 Hakam ialah Juru Damai 
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 Departemen Agama, Al Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara 
Penterjemah, 1998)   
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Q. S An- Nissa’ ayat 128 
                              
                          
             
Artinya: Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap 
tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya 
Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian 
itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya 
kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan 
memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka 
Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu 
kerjakan.
30
 
 
Hadist 
 ،َِةراَجِْلِْاب اوَمَار َت َّتََّح اْوُل َتَت ْقا َءاَب ُق َلَْهأ َّنَأ ُهْنَع ُللها َيِضَر ٍدْعَس ِنْب ِلْهَس ْنَع َر َبْخََأف
مهنيب حِلصُن انب اوُبهذا :َلاَق َف ،َكِلَذِب َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُللها ىَّلَص للها َلْوُسَر 
 
Artinya: Dari Sahal bin Sa’ad Radhiyallahu anhu bahwa penduduk 
Quba’ telah bertikai hingga saling lempar batu, lalu Rasûlullâh 
shallallahu ‘alaihi wasallam dikabarkan tentang peristiwa itu, maka 
beliau bersabda: Mari kita pergi untuk mendamaikan mereka. (HR. 
Bukhari)
31
 
 
b. Dasar Hukum Mediasi Menurut Hukum Positif 
Dasar hukum pelaksanaan mediasi di pengadilan adalah Peraturan 
Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di 
Pengadilan yang merupakan hasil revisi dari Peraturan Mahkamah Agung 
Nomor 1 Tahun 2008 dan penyempurnaan dari Peraturan Mahkamah 
Agung Nomor 2 Tahun 2003 dimana dalam Peraturan Mahkamah Agung 
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 Imam Ali Bashori, Mediasi Perspektif Hukum Islam (Studi Peraturan Mahkamah 
Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Jurnal Hukum), (kt, STAI 
Khozinatul Ulum, 2015), dikutip dari Ahmad Ibnu Ali Hajar Al Asqalani, Bulughul Maram, 
(Beirut: Darul Fikr, tt), hlm 184.  
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Nomor 2 Tahun 2003 masih terdapat banyak kelemahan-kelemahan 
normatif yang membuat peraturan tersebut tidak mencapai sasaran 
maksimal yang diinginkan, dan juga berbagai masukan dari kalangan 
hakim tentang permasalahan-permasalahan dalam peraturan tersebut.
32
 
Secara normatif dasar hukum mediasi di Indonesia terdapat pada 
aturan-aturan sebagai berikut
33
: 
a. HIR Pasal 130 dan Rbg Pasal 154 telah mengatur lembaga 
perdamaian. Hakim wajib terlebih dahulu mendamaikan para pihak 
yang berperkara sebelum perkaranya diperiksa. 
Pasal 130 HIR : 
(1) Jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihak belum datang 
maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan 
mendamaikan mereka. 
(2) Jika perdamaian yang demikian dapat dicapai maka pada waktu 
sidang dibuat dan surat itu berkekuatan dan akan dijalankan 
sebagai putusan yang biasa. 
(3) Terhadap keputusan yang demikian tidk dizinkan banding. 
(4) Jika pada waktu mencoba mendamaikan kedua belah pihak, perlu 
dipakai seseorang juru bahasa maka peraturan yang berikut dituruti 
peraturan pasal berikut (pasal 131). 
Pasal 154 Rbg: 
(1) Bila pada hari yang telah ditentukan para pihak datang menghadap, 
maka Pengadilan Negeri dengan peraturan ketua berusaha 
mendamaikannya. 
(2) Bila dapat dicapai perdamaian, maka di dalam sidang itu juga 
dibuatkan suatu akta dan para pihak dihukum untuk menaati 
perjanjian yang telah dibuat, dan akta itu mempunyai kekuatan 
serta dilaksanakan seperti suatu surat keputusan biasa. 
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 Pengadilan Agama Boyolali, Layanan Hukum, dikutip dari, https://pa-
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Mahakamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 (Studi Kasus Pada Mahkamah Syari’ah Banda Aceh), 
Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Fakultas Syari’ah dan  Hukum UIN Ar- Raniry , 
Volume 1 No. 1 Januari 2017.     
39 
 
(3) Terhadap suatu keputusan tetap semacam itu tidak dapat diajukan 
banding. 
(4) Bila dalam usaha mendamaikan para pihak diperlukan campur 
tangan seorang juru bahasa, maka digunakan ketentuan-ketentuan 
yang diatur dalam pasal berikut. (Rv. 31; IR. 130.) 
 
b. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang 
Pemberdayaan Lembaga Perdamaian; 
c. Peraturan Mahkamah Agung Nomor  2 Tahun 2003 tentang Prosedur 
Mediasi di Pengadilan; 
d. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur 
Mediasi di Pengadilan; 
e. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur 
Mediasi di Pengadilan; 
f. Mediasi atau APS di luar pengadilan diatur dalam Pasal 6 Undang-
undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif 
Penyelesaian Sengketa. 
g. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan BAB VII 
tentang Harta Benda Dalam Perkawinan, Pasal 35:
34
 
(1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta 
bersama. 
(2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda 
yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah 
dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak 
menentukan lain. 
 
Pasal 36 : 
(1) Mengenai harta besama, suami istri dapat bertindak atas 
persetujuan kedua belah pihak. 
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 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawianan BAB VII tentang Harta 
Benda Dalam Perkawinan Pasal 35. 
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(2) Menengai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri 
mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum 
mengenai harta bendanya.  
h. Kompilasi Hukum Islam BAB XII tentang Harta Kekayaan Dalam 
Perkawinan, Pasal 85:
35
 
“Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutupi 
kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri.”  
 
Pasal 86: 
(1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta 
isteri karena perkawinan. 
(2) Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, 
demikian juga harta suami tetap menjadi harta suami dan dikuasai 
penuh olehnya. 
 
Pasal 87: 
(1) Harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang 
diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah 
dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak 
menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. 
(2) Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan 
perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, 
sodaqoh atau lainnya. 
 
Pasal 88: 
“Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta 
bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada 
Pengadilan Agama.” 
 
Pasal 89: 
“Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta isteri 
maupun harta sendiri.” 
 
Pasal 90: 
“Isteri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun 
harta suami yang ada padanya.” 
 
 
 
 
                                                          
35
 Kompilasi Hukum Islam BAB XII tentang Harta Kekayaan dalam Perkawinan. 
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Pasal 91: 
(1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat 
berupa benda berwujud atau tidak berwujud. 
(2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, 
benda bergerak dan surat-surat berharga. 
(3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun 
kewajiban. 
(4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah 
satu pihak atas persetujuan pihak lainnya. 
 
Pasal 92: 
“Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan 
menjual atau memindahkan harta bersama.” 
 
Pasal 93: 
(1) Pertanggung jawaban terhadap hutang suami atau isteri dibebankan 
pada hartanya masing-masing. 
(2) Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk 
kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama. 
(3) Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta 
suami. 
(4) Bila harta suami tidak ada atau mencukupi dibebankan kepada 
harta isteri. 
 
Pasal 94: 
(1) Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai 
isteri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri 
sendiri. 
(2) Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang 
mempunyai isteri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), 
dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, 
ketiga dan keempat. 
 
Pasal 95: 
(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf c 
Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 136 untuk 
meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya 
permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan 
yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, 
mabuk, boros dan sebagainya. 
(2) Selama masa sita dapat dilakukan penjualan atas harta bersama 
untuk keperluan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.  
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Pasal 96: 
(1) Apabila cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak 
pasangan yang hidup lebih lama. 
(2) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isteri 
atau suaminya hutang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian 
matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan 
Pengadilan Agama. 
 
Pasal 97: 
“Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta 
bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian 
perkawinan.” 
   
Nurnaningsih menambahkan dasar hukum dari perdamaian atau 
mediasi di Indonesia sebagai berikut:
36
 
a. HIR Pasal 130 dan Rbg Pasal 154 telah mengatur lembaga perdamian. 
Hakim wajib terlebih dahulu mendamaiakan para pihak yang 
berperkara sebelum perkaranya diperiksa. 
b. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang 
pemberdayaan lembaga perdamaian dalam Pasal 130 HIR/ 154 Rbg. 
c. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 tentang prosedur 
mediasi di Pengadilan.  
d. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur 
mediasi di Pengadilan. 
e. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur 
mediasi di Pengadilan. 
f. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. 
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Latar belakang mengapa Mahkamah Agung mewajibkan para 
pihak menempuh mediasi sebelum perkara diputus oleh hakim diuraikan 
di bawah ini. Kebijakan Mahkamah Agung RI memberikan mediasi ke 
dalam proses perkara di Pengadilan didasari atas beberapa alasan sebagai 
berikut:
37
 
a. Pertama, proses mediasi diharapkan dapat mengatasi masalah 
penumpukan perkara. Jika para pihak dapat menyelesaikan sendiri 
sengketa tanpa harus diadili oleh hakim, jumlah perkara yang harus 
diperiksa oleh hakim akan berkurang pula. Jika sengketa dapat 
diselesaikan melalui perdamaian, para pihak tidak akan menempuh 
upaya hukum kasasi karena perdamaian merupakan hasil dari 
kehendak bersama para pihak, sehingga mereka tidak akan 
mengajukan upaya hukum. Sebaliknya jika perkara diputus oleh 
hakim, maka putusan merupakan hasil dari pandangan dan penilaian 
hakim terhadap fakta dan kedudukan hakim para pihak. Pandangan dan 
penilaian hakim belum tentu sejalan dengan pandangan para pihak, 
terutama pihak yang kalah, sehingga pihak yang kalah selalu 
menempuh upaya hukum banding dan kasasi. Pada akhirnya semua 
perkara bermuara ke Mahkamah Agung yang mengakibatkan 
terjadinya penumpukan perkara. 
b. Kedua, proses mediasi dipandang sebagai cara penyelesaian sengketa 
yang lebih cepat dan murah dibandingkan dengan proses litigasi. Di 
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 Pengadilan Agama Boyolali, Layanan Hukum, dikutip dari https://pa-
boyolali.go.id/new/layanan-hukum/mediasi diakses pada hari minggu 29 September 2019. 
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Indonesia memang belum ada penelitian yang membuktikan asumsi 
bahwa mediasi merupakan proses yang cepat dan murah dibandingkan 
dengan litigasi. Akan tetapi, jika didasarkan pada logika seperti yang 
telah diuraikan pada alasan pertama bahwa jika perkara diputus, pihak 
yang kalah seringkali mengajukan upaya hukum, banding maupun 
kasasi, sehingga membuat penyelesaian atas perkara yang 
bersangkutan dapat memakan waktu bertahun-tahun, dari sejak 
pemeriksaan di Pengadilan tingkat pertama hingga pemeriksaan tingkat 
kasasi Mahkamah Agung. Sebaliknya, jika perkara dapat diselesaikan 
dengan perdamaian, maka para pihak dengan sendirinya dapat 
menerima hasil akhir karena merupakan hasil kerja mereka yang 
mencerminkan kehendak bersama para pihak. Selain logika seperti 
yang diuraikan sebelumnya, literatur memang sering menyebutkan 
bahwa penggunaan mediasi atau bentu-bentuk penyelesaian yang 
termasuk ke dalam pengertian alternative dipute resolution (ADR) 
merupakan proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah 
dibandingkan proses litigasi. 
3. Peran dan Fungsi Mediator 
Mediator adalah pihak ketiga yang membantu penyelesaian 
sengketa para pihak, yang mana ia tidak melakukan intervensi terhadap 
mengambil suatu keputusan, melakukan negosiasi, menjaga dan 
mengontrol proses negosiasi, menawarkan alternatif solusi dan secara 
bersama-sama para pihak merumuskan kesepakatan penyelesaian 
sengketa. Meskipun mediator terlibat dalam menawarkan solusi dalam 
45 
 
merumusan kesepakatan, bukan berarti ia yang menentukan hasil suatu 
kesepakatan. Keputusan akhir tetap berada di tangan para pihak yang 
bersengketa. Mediator hanya membantu mencari cara jalan keluar, agar 
para pihak bersedia duduk bersama untuk menyelesaikan sengketa yang 
mereka alami. Berikut beberapa syarat menjadi mediator : 
a. Persyaratan Mediator dalam Hukum Islam 
Sebenarnya mediator dalam lembaga Taḥkim terdiri dari satu orang 
atau lebih. Syahrizal Abbas menyebutkan Ulama berbeda pendapat tentang 
siapa yang mengangkat dan mengutus mediator sengketa Syiqaq. Madzab 
Hanafi, Syafi’i dan Hambali berpendapat bahwa berdasarkan zhahir ayat 
35 surat An- Nisa’ bahwa mediator diangkat oleh pihak keluarga suami 
atau isteri, dan bukan suami atau isteri secara langsung. Pandangan ini 
berbeda dengan pandangan Wahbah Zuhaili dan Sayyid Sabiq bahwa 
mediator dapat diangkat oleh suami atau isteri yang disetujui oleh mereka. 
As-Sya’bi dan Ibnu Abbas mengaitkan bahwa pihak ketiga atau mediator 
dalam kasus Syiqaq diangkat oleh hakim atau pemerintah.
38
 Menurut Ali 
bin Abu Bakar al-Marginani (w.593 H/ 1197 M) seorang Ulama 
terkemuka dalam Madzab Hanafi berpendapat seorang mediator yang akan 
diminta menyelesaikan perselisihan harus memenuhi syarat-syarat terlebih 
dahulu sebagai orang yang akan diminta menjadi mediator.  
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 Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional, 
(Jakarta: Kencana Prenanda Media Group), 2011, hlm. 187. 
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Menurut Imam Nawawi, syarat menjadi mediator adalah : 
1) Laki-laki; 
2) Cakap atau pintar; 
3) Sholeh. 
Kemudia menurut Wahbah Zuhaili syarat mediator antara lain : 
1) Berakal; 
2) Baligh; 
3) Adil dan Muslim. 
Oleh karena itu tidak dibenarkan mengangkat orang kafir dzimmi, 
orang yang terhukum hudud karena qazaf, orang fasik, dan anak-anak 
untuk menjadi mediator, karena dilihat dari segi keabsahannya, mereka 
tidak termasuk ahliyyah al-qadha’ (orang yang berkopenten mengadili).39 
b. Persyaratan Mediator dalam Hukum Positif 
Mengingat peran mediator sangat menentukan efektivitas proses 
penyelesaian sengketa, maka ia harus memenuhi persyaratan dan 
kualifikasi tertentu. Persyaratan bagi mediator dapat dilihat dari dua sisi, 
yaitu sisi internal mediator dan sesi eksternal mediator. Sesi internal 
berkaitan dengan kemampuan personal mediator dalam menjalankan 
misinya menjembatani dan mengatur proses mediasi, sehingga para pihak 
berhasil mencapai kesepakatan yang dapat mengakhiri persengketaan 
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 Ibid, hlm. 188. 
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mereka. Sesi eksternal berkaitan dengan persyaratan formal
40
 yang harus 
dimiliki mediator dalam hubungannya dengan sengketa yang ia tangani.
41
  
Persyaratan mediator berupa kemampuan personal antara lain;
42
 
1) Kemampuan membangun kepercayaan para pihak; 
Kemampuan membangun kepercayaan para pihak, adalah sikap 
yang harus ditunjukkan mediator kepada para pihak bahwa ia tidak 
memiliki kepentingan apapun terhadap penyelesaian sengketa. Ia 
semata-mata ingin menunjukkan keprihatinan bahwa sengketa yang 
tidak diselesaikan akan membawa dampak negatif, tidak hanya kepada 
individu, tetapi juga kepada masyarakat (sosial). Mediator hanya 
membantu para pihak untuk mengakhiri persengketaan, mengingat 
setiap manusia secara fitrah ingin bebas dari konflik persengketaan.
43
 
Mediator dalam memfasilitasi dan melakukan negosiasi antara 
pihak yang bersengketa tidak memihak kepada salah satu pihak dan 
lebih memilih untuk bersifat netral dalam menjalankan proses mediasi, 
seperti adil dalam memberikan kesempatan para pihak untuk 
menyampaikan persoalannya. Mediator tidak melakukan tindakan atau 
ucapan yang berdampak dan perasaan tidak fair dari salah satu pihak. 
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 Beberpa peraturan perundang-undangan di Indonesia, mengatur sejumlah syarat bagi 
mediator, diantaranya Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2000 tentang lembaga Penyedia Jasa 
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2) Kemampuan menujukkan sikap empati; 
Kemampuan menunjukkan sikap empati, adalah mediator harus 
menunjukkan sikap empati kepada para pihak, bahwa dirinya memiliki 
rasa peduli terhadap persengketaan yang mendera kedua belah pihak. 
Rasa empati ini ditunjukkan mediator dengan berusaha secara 
sungguh-sungguh untuk mencari jalan keluar, agar para pihak dapat 
menyelesaikan sengketa mereka. Mediator meyakinkan para pihak, 
bahwa setiap sengketa pasti dapat diselesaikan, bila kedua belah pihak 
sama-sama bersedia melakukan negosiasi guna menemukan jalan 
pemecahannya. Mediator harus menunjukkan sikap peduli dan empati 
melalui penggambaran bahwa manusia tidak ada yang ingin berada 
terus-meneus dalam konflik dan persengketan. Sikap saling membantu 
dengan tulus merupakan persyaratan yang harus dimiliki seorang 
mediator.
44
     
Seorang mediator bukanlah seorang hakim, yang dapat 
memutuskan sengketa yang berdasarkan fakta-fakta hukum. Ia 
hanyalah menengahi, mendorong dan membantu para pihak mencari 
penyelesaian terhadap sengketa mereka. Mediator tidak menghakimi 
bahwa pihak yang satu benar dan yang satu salah. Ia bersama para 
pihak memikirkan alternatif-alternatif solusi. Dalam proses mediasi 
peran penting mediator adalah meyakinkan dan mengajak para pihak 
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secara bersama-sama berdiskusi mencari jalan penyelesaian sengketa, 
dan bukan mencari mana pihak yang benar dan salah. 
Persyaratan lain yang harus dimiliki oleh mediator dalam kaitannya 
dengan kemapuan personal adalah memberikan reaksi positif terhadap 
setiap pernyataan para pihak, walaupun pernyataan tersebut ia tidak 
setujui, dan mediator tidak boleh membantah secara langsung atau 
menyatakan bahwa pernyataan mereka tersebut tidak tepat, tetapi harus 
memberikan penghargaan terhadap ide dan pernyataan apapun dari para 
pihak. Mediator harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik, jelas, 
dan teratur serta mudah dipahami para pihak karena menggunakan bahasa 
yang sederhana.
45
 
Persyaratan diatas adalah persyaratan mediator dalam kaitannya 
dengan kemampuan personal. Persyaratan ini belum cukup bagi seseorang 
untuk menjadi mediator, karena ia harus didukung oleh persyaratan lain 
yang berkaitan dengan para pihak dan permasalahnnya yang 
dipersengketakan oleh mereka. Persyaratan lain terdiri atas:
46
 
a. Keberadaan mediator disetujui oleh kedua belah pihak  
b. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai 
dengan derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa. 
c. Tidak memiliki hubungan kerja dengan salah satu pihak yang 
bersengketa. 
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d. Tidak mempunyai kepentingan finansial, atau kepentingan lain 
terhadap kesepakatan para pihak. 
e. Tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan maupun 
hasilnya. 
Dari persyaratan mediator tersebut, baik persyaratan kemampuan 
personal maupun persyaratan yang berkaitan dengan para pihak dan 
permasalahan mereka, tidak dibakukan dalam ketentuan mediasi. 
Mengingat mediasi tidak hanya terjadi di pengadilan, tetapi juga di luar 
pengadilan, baik di dalam masyarakat modern atau masyarakat tradisional. 
Dalam masyarakat tradisional persyaratan kemampuan personal harus 
dipenuhi, demikian pula persyaratan yang berkaitan dengan para pihak dan 
permasalahan mereka.  
Namun, dalam beberapa kasus hukum yang ditangani melalui jalur 
mediasi, peraturan perundang-undangan di Indonesia membuat syarat 
mediator begitu ketat seperti dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 
Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian 
Sengketa Hidup di Luar Pengadilan. Dalam PP tersebut ditentukan kriteria 
menjadi mediator pada lembaga penyedia jasa pelayanan penyelesaian 
sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan, yaitu:
47
 
a. Cakap melakukan tindakan hukum; 
b. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun; 
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c. Memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif bidang lingkungan 
hidup paling sedikit 5 (lima) tahun; 
d. Tidak ada keberatan dari masyarakat (setelah di umumkan dalam 
jangka waktu 1 (satu) bulan; 
e. Memiliki keterampilan untuk melakukan perundingan atau 
penengahan. 
Kemudian, ketentuan Pasal 1 angka 6, Pasal 1 angka 11, Pasal 5 
dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 
syarat menjadi mediator adalah: 
1) Pihak yang netral dan tidak memihak; 
2) Memiliki sertifikasi mediator; 
3) Mengikuti pelatihan mediasi dan berpenglaman sebagai mediator. 
Dalam Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan juga ada diatur mengenai tugas 
mediator, yaitu:
48
 
(1) Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi 
kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati; 
(2) Mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan 
dalam proses mediasi; 
(3) Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus; 
(4) Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali 
kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang 
terbaik bagi para pihak.  
 
Mediator sangat berperan dalam proses berjalannya mediasi. 
Karena berhasil dan gagalnya mediasi sangat ditentukan oleh keterampilan 
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mediator. Mediator juga harus mengatur pertemuan para pihak, 
memimpin, menjaga keseimbangan proses mediasi, dan menyimpulkan 
kesepakatan para phak. Sebagai pihak yang netral, ketika mediator 
memimpin pertemuan yang dihadiri kedua belah pihak, mediator harus 
mengarahkan dan membantu para pihak untuk membuka komunikasi 
positif dua arah, karena hal tersebut akan memudahkan proses mediasi 
selanjutnya. Komunikasi positif dua arah maksudnya para pihak 
dipersilahkan untuk menyampaikan permasalahan yang dialami oleh 
mereka masing-masing dan dapat pula memberikan tanggapan atau 
persepsi dari satu pihak ke pihak lain. Mediator juga dapat melakukan 
pertemuan secara terpisah yang mana mediator bertemu secara individual 
dengan para pihak (kaukus)
49
. 
4. Prosedur Mediasi 
Ciri utama proses mediasi adalah perundingan yang esensinya 
sama dengan proses musyawarah atau konsensus. Sesuai dengan hakikat 
perundingan atau musyawarah atau konses, maka tidak boleh ada paksaan 
untuk menerima atau menolak sesuatu gagasan atau penyelesaian selama 
proses mediasi berlangsung. Segala sesuatunya harus memperoleh 
persetujuan dari para pihak.
50
 Proses mediasi dibagi dalam 3 tahap, 
diantaranya tahap pramediasi, tahap pelaksanaan mediasi, dan tahap akhir 
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implementasi mediasi. Ketiga tahap ini merupakan jalan yang akan 
ditempuh oleh mediator dan para pihak dalam menyelesaikan sengketa 
mereka.
51
  Berikut uraian dari ketiga tahap diatas; 
a. Tahap Pramediasi 
Tahap pramediasi adalah tahap awal di mana mediator menyusun 
sejumlah langkah dan persiapan sebelum mediasi benar-benar dimulai. 
Tahap pramediasi merupakan tahap amat penting, karena akan 
menentukan berjalan tidaknya proses mediasi selanjutnya. Pada tahap 
ini mediator melakukan beberapa langkah antara lain; membangun 
kepercayaan diri, menghubungi para pihak, menggali dan memberikan 
informasi awal mediasi, fokus pada masa depan, mengoordinasikan 
pihak bertikai, mewaspadai perbedaan budaya, menentukan siapa yang 
hadir, menentukan tujuan pertemuan, kesepakatan waktu dan tempat, 
dan menciptakan rasa aman bagi kedua belah pihak untuk bertemu dan 
membicarakan perselisihan mereka.   
b. Tahap Pelaksanaan Mediasi 
Tahap pelaksanaan mediasi adalah tahap dimana pihak-pihak yang 
bertikai sudah berhadapan satu sama lain, dan memulai proses mediasi. 
Dalam tahapan ini, terdapat beberapa langkah penting antara lain; 
sambutan pendahuluan mediator, presentasi dan pemaparan kisah para 
pihak, mengurutkan dan menjernihkan permasalahan, berdiskusi dan 
negosiasi masalah yang disepakati, menciptakan opsi-opsi, 
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menemukan butir kesepakatan dan merumuskan keputusan, mencatat 
dan menuturkan kembali putusan, dan penutup mediasi. 
c. Tahap Akhir Implementasi Hasil Mediasi 
Tahap ini merupakan tahap dimana para pihak hanyalah menjalankan 
hasil-hasil kesepakatan, yang telah mereka tuangkan bersama dalam 
suatu perjanjian tertulis. Para pihak menjalankan hasil kesepakatan 
berdasarkan komitemn yang telah mereka tujukan selama dalam proses 
mediasi. Umumnya, pelaksanaan hasil mediasi dilakukan oleh para 
pihak sendiri, tetapi tidak tertutup kemungkinan juga ada bantuan 
pihak lain untuk mewujudkan kesepakatan atauperjanjian tertulis. 
Keberadaan pihak lain di sini hanyalah sekedar membantu 
menjalankan hasil kesepakatan tertulis, setelah ia mendapatkan 
persetujuan dari kedua belah pihak. 
Berakhirnya mediasi akan membawa konsekuensi bagi para pihak, 
diantaranya
52
 : 
1. Masing-masing pihak memiliki kebiasaan setiap saat menarik diri dari 
proses mediasi. Penarikan diri tersebut tidak menghilangkan beberapa 
konsekuensi yang timbul, misalnya keharusan untuk mengeluarkan 
biaya atau segala sesuatu yang telah disetujui, selama berjalannya 
diskusi-diskusinya dalam mediasi. 
2. Jika mediasi berjalan sukses, para pihak menandatangani suatu 
dokumen yang menguraikan beberapa persyaratan penyelesaian 
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sengketa. Kesepakatan penyelesaian tidak tertulis (oral statement) 
sangat tidak disarankan, karena hal itu akan menimbulakan 
perselisihan baru. Dalam praktik kadang-kadang sering ditemukan para 
pihak menolak untuk mengikatkan diri dalam dalam suatu perjanjian 
tertulis, setelah mereka puas dan berhasil membangun kembali 
hubungan baik atau mencapai kesepahaman yang memuaskan atas 
masalah-masalah yang mereka persengketakan. 
3. Kadang-kadang jika mediasi tidak berhasil pada tahap pertama, para 
pihak mungkin setuju untuk menunda mediasi sementara waktu. 
Selanjutnya, jika mereka ingin meneruskan atau mengaktifkan kembali 
mediasi, hal tersebut akan memberikan kesempatan terjadinya diskusi-
diskusi baru, yang sebaiknya dilakukan pada titik mana pembicaraan 
sebelumnya ditunda.   
Pernyataan selanjutnya adalah bagaimana jika tetap tidak berhasil 
menyelesaikan sengketa para pihak. Jika demikian halnya, para pihak 
secara otomatis memegang penuh semua hak mereka sebagaimana pada 
saat mereka masuk ke dalam proses mediasi. Hak-hak para pihak sama 
sekali tidak berkurang atau berpengaruh sedikit pun selam proses mediasi 
berjalan. Demikian pula halnya, diskusi yang dilakukan selama 
berlangsungnya mediasi tetap bersifat rahasia. 
5. Jenis Perkara Mediasi 
Sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 jenis 
perkara yang wajib menempuh mediasi terdapat dalam Pasal 4 ayat (1) 
yaitu: 
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“Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk 
perkara perlawanan (verzet) atas putusan verstek dan perlawanan 
pihak berperkara (partij verzet) maupun pihak ketiga (derden 
verzet) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan 
hukum penuh, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian 
melalui mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan 
Mahkamah Agung ini.”53 
 
Kemudian diperjelas kembali pada Pasal 4 ayat (2)  yang berbunyi; 
“Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui 
mediasi sebagaimana pada ayat (1) meliputi : 
a. Sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan 
tenggang waktu penyelesaiannya meliputi antara lain: 
1. Sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan 
Niaga; 
2. Sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan 
Hubungan Industrial; 
3. Keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan 
Usaha; 
4. Keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa 
Konsumen; 
5. Permohonan pembatalan putusan arbitrase; 
6. Keberatan atas putusan Komisi Informasi; 
7. Penyelesaian perselisihan partai politik; 
8. Sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan 
sederhana, dan; 
9. Sengketa lain yang pemeriksaannya di persidangan 
ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya dalam 
ketentuan peraturan perundang-undangan;   
b. Sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya 
penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut; 
c. Gugatan balik (rekovensi) dan masuknya pihak ketiga dalam 
suatu perkara (intervensi); 
d. Sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan, dan 
pengesahan perkawinan; 
e. Sengketa yang diajukan ke Pengadilan setelah diupayakan 
penyelesaian di luar Pengadilan melalui Mediasi dengan 
bantuan Mediator bersertifikat yang terdaftar di Pengadilan 
setempat tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan 
pernyataan yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator 
bersertifikat;” 54 
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6. Sarana dan Prasarana Mediasi 
Sarana dan prasarana mediasi Pengadilan amat diperlukan untuk 
menunjang keberhasilan mediasi itu sendiri. Seperti, Pengadilan harus 
menyediakan ruang mediasi/ kaukus. Ruang mediasi merupakan hal yang 
paling kursial untuk disediakan apabila mediasi di Pengadilan akan 
dilakukan.
55
 Pasal 20 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 
1 Tahun 2008, menyatakan; 
(1) Mediasi dapat disenggelarakan di salah satu ruang di 
Pengadilan Tingkat Pertama atau di tempat lain yang disepakati 
oleh para pihak. 
(2) Mediator hakim tidak boleh menyelenggarakan mediasi di luar 
Pengadilan. 
 
Dari pasal-pasal diatas, dapat terlihat bahwa apabila para pihak 
yang bersengketa sepakat menunjukan hakim sebagai mediator, maka 
proses mediasi tidak boleh dilakukan di luar kantor Pengadilan. Dalam 
praktik, pihak yang bersengketa lebih banyak menggunakan hakm 
mediator dari Pengadilan daripada mediator di luar Pengadilan. Karena itu 
ruang mediasi merupakan hal yang sangat diwajibkan ada di setiap 
Pengadilan. 
Kemudian prasarana lain yang juga mempengaruhi suasana ruang 
mediasi adalah adanya pengatur suhu ruangan, dan tatanan prabot yang 
rapi. Pendingin ruangan diperlukan untuk mengatur suhu ruangan agar 
para pihak yang melakukan proses mediasi tidak merasakan terlalu panas 
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atau terlalu dingin. Tatanan prabot yang rapi juga dapat mengsugesti para 
pihak agar merasa nyaman dengan kondisi ruangan. 
Oleh karena itu sarana dan prasarana mediasi di Pengadilan sangat 
diperlukan untuk menciptakan kenyamanan para pihak yang 
melangsungkan proses mediasi, karena apabila sarana dan prasarana 
tersebut tidak tersedia di Pengadilan, maka hal tersebut bisa berdampak 
terhadap proses mediasi yang tidak berjalan sebagaimana mestinya.     
 
B. Teori Efektivitas Hukum  
Kata efektivitas merupakan asal kata dari kata efektif. Dalam 
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata efektif berarti akibat, 
pengaruhnya, dapat membawa hasil, berhasil guna, mulai berlaku 
(Undang-undang atau Peraturan). Dapat berarti sudah berlaku tentang 
Undang-undang atau Peraturan.
56
   
Adapun secara terminolgi efektivitas hokum menurut pendapat 
Ahmad Ali bahwa efektif tidaknya suatu hokum dapat diukur degan cara 
“sejauh mana aturan hokum itu ditaati atau tidak ditaati.” Lebih lanjutnya 
Ahmad Ali mengemukakan bahwa pada umumnya faktor yang 
mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional 
dan mengoptimalkan pelaksanaan peran, fungsi wewenang dari penegak 
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hukum baik dalam menjalankan tugas yang dibebankan terhadap diri 
mereka maupun dalam penegakan Undang-undang tersebut.
57
   
Efektivitas mengandung arti bahwa keefektivitas suatu hukum 
dapat dipengaruhi oleh efek keberhasilan dan kemanjuran. Efektif suatu 
hukum tidak dpaat terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua 
variable terkait yaitu: karakteristik/ dimensi dari obyek sasaran yang 
dipergunakan.
58
 Tolak ukur efektif atau tidaknya suatu hukum dapat 
dilihat dari sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati. Apabila 
suatu aturan hukum ditaati oleh sebaian besar target yang menjadi sasaran 
ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah 
efektif.
59
 Sebaliknya apabila suatu aturan hukum banyak dilanggar oleh 
sebagian besar masyarakat maka, aturan hukum yang bersangkutan bisa 
dikatakan kurang/ tidak efektif penerapannya dalam kehidupan 
masyarakat.     
Derajat dari efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, 
ditentukan oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk 
para penegak hukumnya, sehingga dikenal asumsi bahwa taraf kepatuhan 
yang tinggi adalah indicator suatu berfungsinya suatu system hukum. Dan 
berfungsinya hukum merupakan pertanda hukum tersebut mencapai tujuan 
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hukum yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat 
dalam pergaulan hidup.
60
 Berdasarkan teori efektivitas hukum yang 
dikemukakan oleh Soerjono Soekanto efektif atau tidaknya suatu hukum 
ditentukan oleh lima faktor, diantaranya:
61
 
1. Faktor Hukum (Undang-undang); 
2. Faktor Penegak Hukum; 
3. Faktor Sarana dan Fasilitas; 
4. Faktor Masyarakat; dan 
5. Faktor Kebudayaan. 
Studi efektivitas hukum merupakan suatu kegiatan yang 
memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum, 
yaitu suatu perbandingan anatara realitas hukum dan ideal hukum, secara 
khusus terlihat jenjang antara hukum dalam tindakan (law in action) 
dengan hukum dalam teori (law in theory) atau dengan kata lain kegiatan 
ini akan memperlihatkan kaitannya antara law in the book dan law in 
action.
62
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BAB III 
GAMBARAN PENGADILAN AGAMA BOYOLALI DAN PROSEDUR 
MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA BOYOLALI  
 
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Boyolali 
1. Keadaan Geografis Kabupaten Boyolali 
Kabupaten Boyolali terletak pada arah selatan dari Kabupaten 
Semarang dengan jarak tempuh sepanjang 70 Km. Secara geografis 
Kabupaten Boyolali berada di bagian tenggara lereng gunung Merapi dan 
berada pada titik koordinat 7° 28' lintang selatan dan garis bujur 107° 48’ 
bujur timur, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut;
1
 
a. Sebelah Utara  : Kabupaten Semarang dan Purwodadi 
b. Sebelah Timur : Kabupaten Sragen dan Karanganyar 
c. Sebelah Selatan  : Kabupaten Klaten dan Sukoharjo 
d. Sebelah Barat  : Kabupaten Magelang. 
 Secara administratif Kabupaten Boyolali terdiri dari 19 kecamatan 
dan 150 desa / kelurahan, luas wilayah 1.015 Km. 
2. Sejarah Pengadilan Agama Boyolali2 
a. Masa Sebelum Penjajahan Belanda 
Masa sebelum penjajahan, Kabupaten Boyolali berada di bawah 
kekuasaan Kerajaan Mataram. Dalam sejarah Kerajaan Mataram 
terdapat beberapa jabatan keagamaan di tingkat desa diantaranya 
Kaum, Amil, Modin, Kayim dan Lebai. Kemudian di tingkat 
kecamatan ada Penghulu dan Naib. Sementara di tingkat kabupaten 
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seorang bupati didampingi oleh patih untuk urusan bidang 
pemerintahan umum dan seorang penghulu di bidang agama. Pada 
pusat Kerajaan Matarm, dilingkungan kerajaan terdapat dijumpai 
Kanjeng Penghulu atau Penghulu Ageng yang berfungsi sebagai 
Hakim pada Mejelis Pengadilan Agama saat itu. Konsep dari sebuah 
‘pengadilan’ agama saat itu juga masih sederhana sekali, sebuah 
majelis hanya terdiri dari Penghulu yang bertugas mengadili suatu 
perkara perdata, yang terdiri dari Penghulu Kanjeng dan Penghulu 
Kabupaten. 
Dengan demikian pada saat itu pola masyarakat Kerajaan 
Mataram telah ada Majelis Agama yang bertugas menyelesaikan 
sengketa antar umat islam di bidang tertentu dan peranan Hakim 
dipegang oleh seorang Penghulu, baik Penghulu Kabupeten (untuk 
tingkat Kabupaten) dan Penghulu Kanjeng (untuk tingkat Kerajaan). 
b. Masa Penjajahan Belanda 
Pada tanggal 19 Januari 1882 Raja Belanda Willem III dengan 
ketetapan  Nomor 24 menetapkan suatu peraturan  tentang Pengadilan 
Agama  dengan nama ‘Priesteraden’  untuk Jawa dan Madura di muat 
dalam Staatsblad 1882 Nomor 152, diantara pasalnya adalah Pasal 1 
menyebutkan “Disamping setiap Landraad di Jawa dan Madura  
diadakan satu Pengadilan Agama, yang wilayah hukumnya sama 
dengan wilayah hukum Landraad”. Pasal 2 menyebutkan “Pengadilan 
Agama tersusun atas; Penghulu diperbantukan kepada Landraad 
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sebagai ketua. Sekurang-kurangnya  tiga dan sebanyak-banyaknya 
delapan ‘pristers’ sebagai anggota.” 
Berdasarkan Staatsblad 1882 Nomor 152 Tentang Pembentukan 
Pengadilan Agama di Jawa dan Madura yang dinyatakan mulai berlaku 
pada tanggal 1 Agustus 1882, maka secara resmi Pengadilan Agama 
diakui sebagai Peradilan yang sah di wilayah jajahan Belanda. Saat itu 
pimpinan Pengadilan Agama dijabat oleh seorang ketua yang 
merangkap pejabat Adviseur Bij De Landraad atau yang dikenal 
dengan Penghulu Landraad. 
Kemudian berdasarkan Staatsblad 1937 Nomor 116 tentang 
Kekuasaan dan Kewenangan Pengadilan Agama membahas tentang 
hal-hal diantaranya: masalah yg bisa diselesaikan melalui Pengadilan 
Agama adalah masalah-masalah kewarisan dan kebendaan yang 
berkaitan dengan perkawinan, dengan dasar tersebut  Kompetensi 
Pengadilan Agama meliputi; 
1) Persilisihan  antara suami isteri yang beragama Islam. 
2) Perkara-perkara tentang nikah, talak, rujuk dan perceraian antara 
orang-orang yang beragama Islam yang memerlukan perantaraan 
Hakim Agama (Islam). 
3) Memberi putusan perceraian. 
4) Menyatakan bahwa syarat untuk jatuhnya talak yang digantungkan 
(taklik talak) sudah ada. 
5) Perkara mahar (mas kawin ), sudah termasuk mut’ah. 
64 
 
6) Perkara tentang keperluan kehidupan  suami isteri yang wajib 
diadakan oleh suami. 
c. Masa Penjajahan Jepang 
Pada masa ini, Pengadilan Agama tetap dipertahankan 
berdasarkan Paraturan Peralihan Pasal 4 Undang-Undang Bala Tentara 
Jepang (Osamu Saire) tanggal 7 Maret 1942 Nomor 1 yang 
menyatakan bahwa Pengadilan Agama masuk dalam Departemen 
Kehakiman (Shihobu) dari Gunseilanbu (nama kabinet waktu itu) dan 
disebut degan istilah Sooriyo Hooin (Pengadilan Agama dalam istilah 
Jepang). 
Pada masa ini melalui proses penelusuran sejarah dapat 
diketahui administrasi dari Pengadilan Agama seperti Ketua, Mejelis 
dan karyawan yang membantu dalam proses persidangan. 
d. Masa Kemerdekaan 
Pada saat permulaan Indonesia merdeka Pengadilan Agama 
berada di bawah Departeman Kehakiman (sekarang Kementerian 
Kehakiman), dan  berdasarkan Penetapan Pemerintah No. 1/S.D 
tanggal 3 Januari 1945 Departemen Agama (sekarang Kementerian 
Agama) berdiri, maka Pengadilan Agama beralih di bawah 
Departemen Agama (berdasarkan Penetapan Pemerintah Nomor 5/SD 
tanggal 25 Maret  1946). 
Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Boyolali Kabupaten 
Boyolali terletak pada arah selatan dari Kota Semarang dengan jarak 
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tempuh sepanjang 70 Km. Secara geografis Kabupaten Boyolali berada 
di bagian tenggara lereng gunung Merapi dan berada pada titik 
koordinat 7° 28' Lintang Selatan dan garis bujur 107° 48’ Bujur Timur, 
yang terdiri dari 19 kecamatan dan 150 desa/kelurahan dengan luas 
wilayah 1.015 Km. 
Ketua Pengadilan Agama Boyolali dari tahun 1949 sampai 
dengan tahun 1955 adalah Ky.Djamaluddin. Kantor Pengadilan Agama 
Boyolali  pada awalnya menempati gedung Departemen Agama (baca 
Kementerian Agama)  yang terletak di Jalan Pandanaran No 67 
Boyolali. Perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Boyolali 
masih sedikit karena  masih banyak perceraian (Cerai Talak) yang 
dijatuhkan oleh suami  tidak dilakukan di muka persidangan 
Pengadilan Agama Boyolali, namun setelah lahirnya Undang-Undang 
No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berlaku secara efektif, 
dan sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 
maka tugas-tugas Pengadilan Agama menjadi semakin bertambah, 
perkara-perkara perkawinan diatur dengan jelas, sehingga volume 
perkara yang diterima di  Pengadilan Agama Boyolali meningkat. 
Pada tahun 1976 Pengadilan Agama Boyolali yang dupimpin 
oleh Drs. Ahmad Slamet (Ketua Pengadilan Agama Boyolali dari 
tahun 1974-1980) telah memiliki gedung tersendiri seluas  348 m², 
yang terletak  di Jl. Printis Kemerdekaan Boyolali, dibangun diatas 
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tanah seluas  546 m²  dari Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali / 
tanah hak milik Negara  dengan status hak pakai sebagaimana tersebut 
dalam seftifikat Hak Pakai  No. 12 tahun 1987. 
Pada bulan Juni 2004, Pasca satu atap pengadilan dibawah 
lembaga Mahkamah Agung khususnya lembaga Peradilan Agama 
mengalami kemajuan yang signifikan, saat itu yang menjabat Ketua 
Pengadilan Agama Boyolali Drs.H.Syadzali Musthofa,SH (Tahun 
2003-2007)  Pengadilan Agama Boyolali tidak terkecuali, Mahkamah 
Agung Republik Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan citra 
Peradilan yang lebih berwibawa dan bermartabat, baik dari segi  sarana 
dan prasarana maupun kualitas sumber daya manusia (SDM), Dan  
berdasarkan Surat Kepala Badan Urusan Administrasi MA-RI Nomor 
42/BUA-PLS-KEP/XII/2006, tanggal 12 Desember 2006 kemudian 
ditindak lanjuti dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima 
Gedung lama Pengadilan Negeri Boyolali  yang terletak  di Jalan 
Pandanaran  No. 167 Boyolali kepada  Pengadilan Agama Boyolali 
pada tanggal 19 September 2007. Dan Tahun 2007 melalui DIPA PTA 
Jawa Tengah gedung lama Pengadilan Negeri Boyolali tersebut 
direnovasi dan selesai pada bulan Desember 2007 saat itu yang 
menjabat Ketua Pengadilan Agama Boyolali adalah  Drs. H. Noor 
Salim, SH., MH. Dan secara resmi  Pengadilan Agama Boyolali 
berkantor  digedung tersebut sejak bulan Februari 2008 sampai 
sekarang. Dimana Ketuanya telah berganti dari Ibu Dra. Hj. Andi 
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Muliany Hasyim, S.H., M.H., M.Si., sampai Agustus 2013, kemudian 
berganti Ketua Pengadilan Agama Boyolali adalah Bapak H. Imam 
Shofwan, S.H., M.H., sampai tahun 2016, kemudian berganti  Ketua 
Pengadilan Agama Boyolali adalah Bapak Drs. Syamsul Aziz, M.H., 
sampai 2019 dan sekarang digantikan oleh wakilnya Drs. Asep 
Mohamad Ali Nurdin, M.H.  
Pengadilan Agama Boyolali dinobatkan sebagai juara ke-2 
dalam hal IT tahun 2013, sehingga membuat Pengadilan ini bisa 
mewujudkan transparansi peradilan melalui Website Pengadilan 
Agama Boyolali guna mengikuti program penigkatan kualitas sumber 
daya manusia yang diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Agama 
Jawa Tengah maupun Mahkamah Agung RI untuk meningkatkan 
pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk terlaksananya pelayanan 
prima. Adapun website Pengadilan Agama Boyolali adalah 
pa_byl@yahoo.co.id dan untuk mencari info perkara adalah info@pa-
boyolali.go.id. 
e. Ketua Pengadilan Agama Boyolali 
Sejak terbentuk Pengadilan Agama Boyolali tahun 1937, 
Penghulu/Ketua Pengadilan Agama Boyolali telah beberapa kali 
berganti, namun nama-nama Ketua Pengadilan Agama sebelum  tahun 
1949 tidak dapat di temukan walaupun telah berusaha dengan 
mengunjungi informan dan mencari di beberapa literature. Dan untuk 
Ketua Pengadilan Agama Boyolali dari tahun 1949 sampai sekarang  
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nama Ketua Pengadilan Agama Boyolali serta  periodenya seperti 
tersebut dibawah ini; 
Tabel. I 
Daftar Nama-nama Ketua Pengadilan Agama Boyolali 
No. Nama Ketua Masa Jabatan 
1.  Ky. Djamaluddin Tahun 1949 – 1955 
2. Pujo Taruno Tahun 1955 – 1962 
3. Dirjo Sukarso Tahun 1962 – 1974 
4. Drs. Achmad Slamet Tahun 1974 – 1980 
5. Drs. A. Barizi Tahun 1980 – 1984 
6. Drs. H. Muzamil, SH Tahun 1985 -  1997 
7. Drs. H. Ali Muchson, M.Hum Tahun 1997 -  2003 
8. Drs. H. Syadzali Musthofa, SH. Tahun 2003 -  2007 
9. Drs. H. Noor Salim, SH.,MH Tahun 2007 – 2010 
10. Dra. Hj.A.Muliany Hasyim, 
SH.,MH.,MSI. 
Tahun 2010 – 2013 
11. H. Imam Shofwan, S.H., M.H. Tahun 2013 – 2016 
 
201222013Sekarang 
12. Drs. Syamsul Azis, M.H. Tahun 2016 - 2019 
13. Drs. Asep Mohamad Ali Nurdin, M.H.  
 
Tahun 2019 – 
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3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Boyolali3 
a. Visi 
"Terwujudnya Peradilan Agama yang bersih dan berwibawa, 
transparan dan akuntabel yang mampu memberikan pelayanan secara 
sederhana, cepat dan biaya ringan". 
Bersih, adalah seluruh aparatur Peradilan Agama menjunjung tinggi 
dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agama dengan konsisten yang 
diwujudkan dengan perilaku  jujur, berakhlak mulia, ikhlas dan 
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terbebas dari perilaku yang negatif, baik dalam kehidupan pribadi 
/keluarga maupun dalam pelayanan terhadap masyarakat pencari 
keadilan. 
Berwibawa, kekuasaan Peradilan Agama diakui dan ditaati serta ada 
pembawaan untuk dapat menguasai dan mempengaruhi, dihormati 
orang lain melalui sikap dan tingkah laku yang mengandung 
kepemimpinan dan daya tarik/performance. 
Transparan dan Akuntabel, adalah bahwa Peradilan Agama dalam 
proses peradilan mewujudkan keterbukaan dan akuntabilitas, yaitu 
Pengadilan menyediakan informasi yang bersifat terbuka dan dapat 
diakses oleh pubilk dengan penuh tanggung jawab. 
Azas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan, dikandung maksud untuk 
memenuhi harapan para pencari keadilan yaitu pemeriksaan dan 
penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efektif dan efisien, 
biaya perkara dapat dijangkau oleh masyarakat. 
b. Misi 
1. Menyelenggarakan Peradilan yang bersih dan bebas dari praktek 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. 
2. Menyelenggarakan pelayanan Yudisial dengan seksama dan 
sewajarnya. 
3. Meningkatkan Pembinaan Sumber Daya Manusia, aparatur 
Pengadilan Agama Boyolali. 
70 
 
4. Melakukan Pengawasan  terhadap Teknis Yudisial dan Non 
Yudisial 
5. Mengembangkan penerapan manajemen modern dengan Teknologi 
Informasi. 
4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Boyolali4 
 Administrasi di Pengadilan Agama Boyolali dilaksanakan oleh 
seorang Ketua Pengadilan yang dibantu oleh wakilnya, panitera dan staf-
stafnya. Adapun struktur organisasi Pengadilan Agama Boyolali tahun 
2019 selengkapnya sebagai berikut : 
Gambar. I 
Struktur Organisasi Pengadilan Agama Boyolali Tahun 2019
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Pengadilan Agama Boyolali 
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5
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B. Pelaksanaan Mediasi Di Pengadilan Agama Boyolali 
Mediasi di Pengadilan Agama Boyolali adalah suatu proses usaha 
perdamaian antara para pihak yang telah mengajukan gugatan, dimana 
mediasi ini dijembatani oleh seorang Hakim yg ditunjuk oleh Ketua 
Pengadilan Agama Boyolali. Proses mediasi ini dapat dikatakan baru 
dilaksanakan dalam Pengadilan Agama pada tahun 2007 berdasarkan 
Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2007. Dengan adanya 
dilaksanakan mediasi ini, diharapkan dapat mengurangi penumpukan 
perkara. Secara detail tentang mediasi dapat dijabartkan sebagai berikut:
6
 
Pada saat sidang pertama, kehadiran para pihak sangat diharapkan 
karena saat itulah kesempatan oleh ketua majlis hakim memberikan saran 
melakukan perdamaian kepada kedua belah pihak, dengan kata lain ketua 
majelis hakim akan menawarkan para pihak untuk menempuh proses 
mediasi. Jika para pihak telah sepakat untuk menempuh proses mediasi 
maka, ketua majlis akan memberikan kewenangan kepada para pihak 
untuk memilih mediator yang mereka kehendaki. Pada asasnya 
pelaksanaan mediasi tertutup kecuali para pihak menghendaki lain. 
Mediasi dilakukan di dalam ruangan mediasi, tetapi dapat juga 
diselenggarakan di luar lingkungan pengadilan jika mediatornya bukan 
hakim yang berasal dari pengadilan tersebut atau para pihak mengusulkan 
mediator dari luar pengadilan.
7
 
                                                          
6
 Asep Mohamad Ali Nurdin, Ketua Pengadilan Agama Boyolali, Wawancara Pribadi, 
14 Oktober 2019, Pukul 09.00 WIB   
 
7
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Jika mediatornya seorang hakim, maka tidak boleh 
menyelenggarakan mediasi di luar pengadilan.
8
 Dalam proses mediasi 
peran penting mediator adalah meyakinkan dan mengajak para pihak 
secara bersama-sama berdiskusi mencari jalan penyelesaian sengketa, dan 
bukan mencari pembenaran maupun kesalahan atas pihak yang berperkara. 
Peran mediator disini hanyalah menjaga agar proses mediasi berjalan 
dengan baik, mampu menciptakan suasana kondusif, agar memperoleh 
hasil yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak (win-win 
solution). Sikap yang mesti dipegang oleh seorang mediator, jika ingin 
sukses dalam menangani sebuah sengketa adalah dengan menunjukan 
atensi terhadap persoalan dan terhadap para pihak, memberikan waktu 
yang berimbang kepada para pihak untuk menyampaikan persoalannya. 
Memahami perasaan para pihak tanpa terlibat di dalamnya, mendorong 
maksimum partisipasi, mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang 
konstruktif serta terbuka tanpa membebani para pihak dengan tekanan 
ketakutan karena kebanyakan para pihak masih  menganggap proses 
mediasi sama persis seperti proses di dalam ruang sidang yang 
menghasilkan siapa yang menang dan siapa yang kalah (win-lose 
solution).
9
  
Sama halnya penyelesaian konflik yang lain, mediasi juga 
mempunyai beberpa tahapan yang harus dilalui. Secara global tahapan 
mediasi dapat dibagi kedalam empat tahapan, yaitu: tahap pendaftaran, 
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tahap penetapan mediator, tahap pelaksanaan mediasi, dan tahap akhir 
pelaksanaan mediasi.
10
 
a. Tahapan Pendaftaran 
Tahapan pendaftaran disebut juga sebagai tahapan pra mediasi, 
pada tahap inni penggugat/pemohon mendaftarkan gugatannya di 
Kepaniteraan Pengadilan. Kemudian dilakukan pemeriksaan kelengkapan 
berkas, taksiran biaya dan biaya panggilan mediasi kemudian penggugat/ 
pemohon membayar biaya perkara. Perkara yang masuk diberi nomor 
registrasi perkara, panitera memberikan surat gugatan kepada Ketua 
Pengadilan untuk menunjukan majelis hakim yang akan memeriksa 
perkaranya. Selanjutnya majelis hakim akan menentukan hari sidang dan 
pada hari pertama sidang para pihak wajib hadir karena majelis hakim 
akan memberikan penjelasan tentang manfaat dan keutamaan mediasi dan 
mewajibkan para pihak untuk menempuh proses mediasi sebelum 
dilanjutkannya persidangan untuk penyelesaian perkara.
11
    
b. Tahapan Penetapan Mediator 
Pada tahapan ini para pihak memiliki hak untuk memilih mediator 
yang mereka pilih bersama dalam waktu paling lama tiga hari kerja, sejak 
hari sidang pertama yang dihadiri oleh pihak yang berperkara. Jika dalam 
batas waktu maksimal yang telah ditentukan para pihak belum mencapai 
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Zera Agustina, Faktor Yang Mempengaruhi Proses Mediasi (Studi Tentang Peran 
Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Mahkamah Syar’iyah Langsa Tahun 2013-
2015) dikutip dari http://digilib.uin-suka.ac.id/21863/1/1420310053 diakses pada hari senin 6 
Oktober 2019, hlm. 79  
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kesepakatan untuk memilih mediator, maka para pihak segera melaporkan 
ketidaksepakatan mereka kepada ketua majelis hakim. Jika tidak ada 
kesepakatan para pihak dalam menentukan mediator maka ketua majelis 
hakim akan segera menunjuk hakim yang tidak memeriksa pokok perkara 
untuk bertindak menjadi mediator perkara tersebut.
12
 
Dalam penentuan hakim mediator yang akan melakukan mediasi, 
ketua majelis hakim memberikan daftar nama-nama mediator. Azhar 
Hasibuan mengatakan, para pihak juga diperbolehkan untuk memilih 
mediator dari luar pengadilan, akan tetapi segala biaya ditanggung oleh 
para pihak itu sendiri. Selanjutnya mediator akan menentukan kesepakatan 
untuk melakukan pertemuan mediasi. Sebelum proses mediasi dimulai, 
mediator akan memperkenalkan diri dan menjelaskan tentang proses 
mediasi kepada para pihak, karena banyak para pihak yang berperkara 
masih belum paham betul dengan mediasi itu sendiri. Setelah mediator 
menjelaskan tentang mediasi, selanjutnya proses mediasi dilaksanakan 1-2 
kali dalam setiap perkara dan tidak melebihi waktu yang telah ditentukan, 
yaitu 40 hari. Setelah proses mediasi selesai, mediator membuat laporan 
hasil mediasi yang diserahkan pada majelis hakim yang menangani 
perkara tersebut, baik hasil mediasi tersebut berhasil atau gagal. 
Sebagaimana telah diketahui bahwa penyelesaian sengketa melalui 
perdamaian dengan menempuh mediasi di pengadilan, harus dibantu 
mediator. Mediator inilah yang nantinya akan membantu para pihak yang 
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berperkara dalam proses perdamaian guna mencari berbagai kemungkinan 
menyelesaikan permasalahan para pihak yang bersengketa. 
c. Tahapan Pelaksanaan Mediasi 
Dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Boyolali, hakim 
mediator yang telah dipilih oleh para pihak sudah bisa melangsungkan 
proses mediasi sesuai jadwal yang telah diterapkan. Proses mediasi 
dilakukan di dalam ruangan khusus yang telah disediakan Pengadilan 
Agama Boyolali. Proses mediasi berlangsung tertutup dan tidak terbuka 
untuk umum kecuali para pihak mengizinkan pihak lain baik itu dari 
keluarga atau kuasa hukum dari para pihak.
13
 
Waktu mediasi yang diberikan oleh majelis hakim adalah 40 hari, 
akan tetapi jia dalam kurun waktu itu belum berhasil mencapai 
kesepakatan dan masih memungkinkan diadakan medias lagi dan akan 
berupaya mediasi berhasil, maka para pihak berhak meminta perpanjangan 
waktu hingga 14 hari kerja sejak berkahirnya masa 40 hari yang telah 
ditentukan, sesuai dengan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung 
Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Selama 
prose mediasi, mediator harus berupaya untuk mendamaikan para pihak. 
Mediator juga harus menjelaskan bagaimana akibat hukum yang akan 
terjadi dan dampak yang akan terjadi dalam keluarga, mayarakat bahkan 
lingkungan hidup sekitar mereka. Akan tetapi meiator tidak bisa 
memaksakan kehendak mereka atau menuntut dari salah satu pihak karena 
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pada intinya mediator bertugas sebagai penengah untu membantu 
menyelesaikan perkara, bukan memutus perkara.
14
 
Pada prakteknya di Pengadilan Agama Boyolali, tahapan mediasi 
juga dapat dilakukan dengan proses kaukus, kaukus merupakan pertemuan 
antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri pihak yang lainnya. 
Kaukus merupakan tindakan yang paling strategis dalam mediasi, 
diantaranya memiliki fungsi sebagai berikut:
15
 
1) Memungkinkan salah satu pihak untuk mengungkapkan kepentingan 
yang tidak ingin mereka ungkapkan di hadapan mitra runding mereka. 
2) Memungkinkan mediator untuk mencari informasi tambahan, 
mengetahui garis dasar, dan memeriksa lebih dalam. 
3) Membantu mediator dalam memahami motivasi para pihak dan 
prioritas mereka dan membangun empati dan kepercayaan secara 
individual. 
4) Memberikan waktu kepada para pihak dan memberi kesempatan untuk 
menyalurkan emosi kepada mediator tanpa membahayakan kemajuan 
mediasi. 
5) Memungkinkan mediator untuk menguji seberapa realistis opsi-opsi 
yang diusulkan. 
6) Memungkinkan mediator untuk mengarahkan para pihak untuk 
melangsungkan perundingan yang konstruktif. 
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7) Memungkinkan mediator dan para pihak untuk mengembangkan dan 
mempertimbangkan alternatif baru. 
8) Memungkinkan mediator untuk meyadarkan para pihak untuk 
menerima penyelesaian.  
d. Tahapan Akhir Pelaksanaan Mediasi 
Pada tahapan ini, setelah proses panjang mediasi sudah selesai 
dilaksanakan, mediator harus menyerahkan laporan hasil mediasi kepada 
ketua majelis hakim. Hasil akhir dari proses mediasi ada beberapa 
kemungkinan, yaitu:
16
 
1) Mediasi berhasil 
Mediasi berhasil apabila dicapai kesepakatan antara kedua belah pihak. 
Setelah itu mediator menghadap kepada majelis hakim untuk 
memberitahukan telah terjadi kesepakatan perdamaian, kemudian 
majelis hakim membuatkan akta perdamaian yang ditanda tangani 
kedua belah pihak dan gugatan/ permohonan perkara dicabut.   
2) Mediasi berhasil sebagian 
Mediasi berhasil sebagian, maksudnya apabila dalam kasus tersebut 
dicapai kesepakatan untuk tetap bercerai, akan tetapi mereka sepakat 
damai mengenai akibat hukum. Misalnya dalam kasus perceraian yang 
juga menuntut pembagian harta bersama, mereka tetap sepakat bercerai 
dan sepakat untuk membagi harta bersama dengan damai, gugatan 
tambahan atas gono-gini dianggap selesai. 
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3) Mediasi tidak layak 
Mediasi dikatakan tidak layak apabila kedua belah pihak atau salah 
satu pihak tidak bersedia dimediasi atau dengan kata lain para pihak 
tidak mau menempuh proses mediasi. Oleh karena itu tidak ada 
kesepakatan damai antara keduanya. 
4) Mediasi gagal 
Mediasi dianggap gagal apabila kedua belah pihak tidak dapat 
dirukunkan kembali, dalam kata lain sudah bertekad untuk lanjut ke 
persidangan untuk pemutusan perkara. Padahal mediator sudah 
melaksanakan mediasi sebagaimana mestinya sesuai dengan Peraturan 
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di 
Pengadilan.  
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Gambar II 
Urutan Proses Mediasi di Pengadilan Agama Boyolali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Pengadilan Agama Boyolali 
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C. Tingkat Keberhasilan dan Kegagalan Mediasi Perkara Harta 
Bersama Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Boyolali Tahun 
2016-2019 
Dalam sebuah perkara, mediasi wajib ditempuh sebelum memasuki 
persidangan. Jadi setelah para pihak mendaftarkan perkara, mereka harus 
melalui proses mediasi, jika mediasi berhasil maka perkara tersebut 
dicabut dan jika gagal maka akan di lanjutkan ke proses pengadilan. 
Sebenarnya persoalan pembagian harta bisa diajukan bersamaan dengan 
gugatan cerai. Dalam hal demikian maka daftar harta besama dan bukti-
bukti bila harta tersebut diperoleh selama perkawinan disebutkan dalam 
alasan pengajuan gugatan cerai (posita). Dan kemudian disebutkan dalam 
tentang permintaan pembagian harta dalam berkas tuntutan (petitum). 
Putusan pengadilan atas perceraian tersebut akan memuat 
pembagian harta. Akan tetapi jika gugatan cerai tidak menyebutkan 
tentang pembagian harta bersama, suami istri harus mengajukan gugatan 
baru yang terpisah setelah putusan perceraian dikeluarkan di pengadilan. 
Karena pada dasarnya salah satu asas hukum acara perdata hakim bersifat 
pasif artinya hakim tidak boleh menentukan luas dari pokok perkara atau 
menambah atau mengurangi pokok gugatan para pihak. 
Kemudian untuk angka perceraian yang terjadi di Pengadilan 
Agama Boyolali setiap  tahunnya mengalami peningkatan, baik dari cerai 
talak maupun cerai gugat, terlebih permasalahan harta bersama akan hadir 
karena akibat hukum dari perceraian itu sendiri, salah satunya adalah harta 
bersama. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan 
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Agama Boyolali, penulis menggunakan Laporan Tahunan Pengadilan 
Agama Boyolali Tahun 2016 sampai 2019. Data laporan tersebut 
merupakan laporan bulanan yang kemudian dirangkum dalam laporan 
tahunan di Pengadilan Agama Boyolali. Di dalamnya terdapat setiap 
perkara yang masuk dan harus menempuh proses mediasi khususnya 
dalam perkara harta bersama pasca perceraian yang kemudian dilaporkan 
hasil mediasi yang berhasil maupun yang tidak berhasil. Sehingga laporan 
ini dapat diketahui dengan mudah jumlah perkara yang dimediasi berikut 
hasilnya. 
Sebelum penulis menguraikan jumlah keberhasilan dan kegagalan 
mediasi dalam perkara harta bersama di Pengadilan Agama Boyolali, 
penulis akan mencantumkan perkara perceraian yang diputus pada tahun 
2016 sampai 2019 terlebih dahulu. Untuk  jumlah perkara perceraian yang 
diputus di Pengadilan Agama Boyolali pada tahun 2016 cerai gugat 
terdapat 1.286 perkara dan cerai talak 543 perkara. Kemudian di tahun 
2017 sedikit mengalami penurunan yaitu cerai gugat terdapat 1.292 
perkara cerai gugat dan 508 perkara cerai talak. Akan tetapi pada tahun 
2018 mengalami peningkatan yang sangat jauh, yakni cerai gugat 
sebanyak 1.341 perkara dan cerai talak 531 perkara, kemudian disusul di 
tahun 2019 angka cerai gugat sebanyak 1.467 perkara dan cerai talak 526 
perkara. Tingginya angka perceraian yang telah diputus di Pengadilan 
Agama Boyolali dari tahun 2016 sampai 2019 dapat dilihat dalam table di 
bawah ini : 
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Table. II 
Jumlah Perkara Yang Diputus Tahun 2016-2019
17
 
No. Tahun 
Perkara Perceraian 
Perkara Lain Jumlah 
Cerai Gugat Cerai Talak 
1. 2016 1.286 543 335 2.164 
2. 2017 1.292 508 379 2.179 
3. 2018 1.341 531 398 2.270 
4. 2019 1.467 526 22 2.015 
 Sumber : Pengadilan Agama Boyolali 
Dari data diatas, bisa diketahui bahwa perkara perceraian yang 
diputus dari tahun 2016 sampai 2019 sangat mendominasi, baik dari cerai 
gugat maupun cerai talak. Perkara cerai gugat dalam 4 tahun mencapai 
5.386 perkara, kemudian cerai talak mencapai 2.108 perkara. Kemudian 
dari total keseluruhan perceraian yang ada di Pengadilan Agama Boyolali 
sudah melewati proses mediasi dari tahun 2016 sampai 2019, baik cerai 
talak maupun cerai gugat.  
Sebenarnya putusan perceraian tidak ada kaitannya dengan 
pengaturan pembagian harta bersama jika suami-istri tidak membuat 
perjanjian perkawinan atau pranikah, maka setiap perbuatan hukum 
(menyewakan, menjual, hingga menjaminkannya) terhadap aset atas nama 
salah satu pihak harus sepengetahuan atau berdasarkan persetujuan mantan 
suami/istri hingga ada putusan atau penetapan pengadilan mengenai 
pembagian harta bersama tersebut. Pembagian harta bersama ini wajib 
dilakukan jika salah satu pihak menuntutnya, karena hak atas setengah 
bagian dari harta bersama dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. 
Dan jika putusan yang berkekuatan hukum tetap sudah dikeluarkan, maka 
sebagian harta tersebut sudah menjadi milik mantan suami atau mantan 
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istri. Apabila tidak diserahkan oleh salah satu pihak, berarti pihak tersebut 
melawan hukum karena menguasai harta orang lain, dan untuk hal ini 
dapat dipidanakan.
18
 
Akibat dari penguasaan salah satu pihak terhadap harta bersama, 
pihak yang dirugikan melakukan gugatan ke pengadilan atas sengketa 
hukum tersebut. Sengketa hukum adalah sengketa yang menimbulkan 
akibat hukum, baik karena adanya pelanggaran terhadap aturan hukum 
positif atau karena adanya benturan dengan hak dan kewajiban seseorang 
yang diatur oleh ketentuan hukum positif. Ciri khas dari sengketa hukum 
adalah pemenuhannya (penyelesaiannya) dapat dituntut di hadapan 
institusi hukum negara (pengadilan/institusi penegak hukum lainnya).
19
 
Sebelum diperiksa, pengadilan diwajibkan untuk melakukan upaya damai 
melalui mediasi. Mediasi merupakan wujud penyelesaian suatu 
persengketaan melalui inisiatif para pihak yang bersengketa dan ditanda 
tangani oleh seorang mediator yang berperan sebagai pihak ketiga atau 
yang tidak memihak.
20
 Mediator hanya berfungsi sebagai pemberi saran 
kepada para pihak yang bersengketa untuk menentukan proses mediasi 
dalam mengupayakan suatu penyelesaian. Syahrizal Abbas menjelaskan 
jika dilihat dari segi kebahasaan lebih menitikberatkan pada keberadaan 
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 Kantor Pengacara, Pembagian harta gono-gini, dikutip dari.   
https://kantorpengacara.co/pembagian-harta-gono-gini-setelah-perceraian/ diakses pada hari Rabu 
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pihak ketiga sebagai fasilitator para pihak bersengketa untuk 
menyelesaikan suatu perselisihan.
21
  
Jadi mediator harus mampu menciptakan suasana dan kondisi yang 
kondusif bagi terciptanya kompromi diantara kedua belah pihak yang 
bersengketa untuk memperoleh hasil yang saling menguntungkan (win-win 
solution). Akan tetapi masyarakat pencari keadilan di Pengadilan Agama 
Boyolali menjalani mediasi bisa dikatakan sebagai formalitas yang belum 
berpengaruh signifikan pada proses penyelesaian harta bersama di antara 
pasangan suami dan isteri yang telah bercerai tersebut. Sebagaimana data 
table di bawah ini : 
Table. III 
Jumlah Perkara Sengketa Harta Bersama Tahun 2016-2019
22
 
No Tahun 
Nomor Perkara Harta 
Bersama 
Nama Hakim Mediator 
1. 2016 0242/Pdt.G/2016/PA.Bi Drs. H. I Nurul Wasik, SH., MH.  
2. 2016 0249/Pdt.G/2016/PA.Bi H. Imam Shofwan 
3. 2016 0739/Pdt.G/2016/PA.Bi Drs. H. Qomaroni, SH. 
4. 2016 0767/Pdt.G/2016/PA.Bi Drs. H. Qomaroni, SH. 
5. 2016 0891/Pdt.G/2016/PA.Bi Drs. Dede Ibin, SH., MSy. 
6. 2016 1301/Pdt.G/2016/PA.Bi Drs. Dede Ibin, SH., MSy. 
7. 2016 1835/Pdt.G/2016/PA.Bi Drs. H. Qomaroni, SH. 
8. 2017 0452/Pdt.G/2017/PA.Bi Fahrudin, S.Ag., MH. 
9. 2017 0526/Pdt.G/2017/PA.Bi Drs. H. I Nurul Wasik, SH., MH. 
10. 2017 0759/Pdt.G/2017/PA.Bi Drs. H. Qomaroni, SH. 
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11. 2017 1263/Pdt.G/2017/PA.Bi Siti Sholihah, SH., MH. 
12. 2017 1747/Pdt.G/2017/PA.Bi Hj. Susilawati, S.E.I. 
13. 2018 0887/Pdt.G/2018/PA.Bi Dra. Hj. Emi Suyati 
14. 2018 1630/Pdt.G/2018/PA.Bi Siti Sholihah, SH., MH. 
15. 2018 1640/Pdt.G/2018/PA.Bi Dra. Hj. Emi Suyati 
16. 2019 0250/Pdt.G/2019/PA.Bi Dra. Hj. Emi Suyati 
17. 2019 0264/Pdt.G/2019/PA.Bi Dicabut 
Jumlah 17 Perkara  
 Sumber : Pengadilan Agama Boyolali 
Dari perkara diatas, total perkara harta bersama yang masuk di 
Pengadilan Agama Boyolali pada tahun 2016 sampai 2019 berjumlah 17 
perkara. Kemudian untuk jumlah perkara dalam 4 tahun tersebut yang 
selesai melalui mediasi hanya 2 perkara. Peran hakim mediator dalam 
proses mediasi harta bersama pasca perceraian ini  sangat penting karena 
diharapkan menjadi salah satu bentuk penyelesaian perkara adil, langgeng, 
hemat waktu dan biaya, dan memuaskan para pihak. Mediasi diharapkan 
menjadi wadah pilihan untuk memperoleh solusi yang didasarkan pada 
kepentingan dan kebutuhan pihak yang bersengketa. Dengan demikian 
hakim yang ditunjuk sebagai mediator harus memiliki wawasan yang 
cukup untuk melaksanakan mediasi.  
Akan tetapi pada kenyataanya, terlihat peran hakim mediator 
belum begitu optimal dalam melaksanakan mediasi di pengadilan, karena  
jumlah hakim yang terbatas sehingga hakim yang dapat ditunjuk 
berdasarkan Surat keputusan Ketua Pengadilan Agama Boyolali sebagai 
mediator juga menjadi sangat terbatas, sehingga membutuhkan mediator 
non hakim dari luar pengadilan. Kuantitas perkara yang semakin banyak 
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dan diadili di pengadilan harus menjadi pertimbangan untuk meningkatkan 
jumlah mediator yang tersedia dan memiliki kapasitas sumber daya yang 
memadai guna menghindari penumpukan perkara.
23
  
 
D. Peluang dan Hambatan bagi Hakim Mediator dalam Pnyelesaian 
Sengketa Harta Bersama Pasca Perceraian di Pengadilan Agama 
Boyolali  
Perkara harta bersama sebagai salah satu jenis sengketa yang 
diajukan para pihak (dari pihak isteri atau suami) termasuk perkara yang 
wajib melalui tahap mediasi terlebih dahulu sebelum pemeriksaan pokok 
perkara lebih lanjut di meja persidangan. Akan tetapi dalam perkara harta 
bersama, pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Boyolali pada 
umumnya belum berhasil. Hal ini disebabkan oleh beberapa hambatan, 
diantaranya hambatan dari internal maupun hambatan dari eksternal dalam 
prosedur pelaksanaan mediasi di persidangan. Sebenarnya peluang dan 
hambatan mediasi sangat dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu faktor 
pendukung dan dan faktor penghambat selama proses mediasi. Berikut 
faktor-faktor peluang keberhasilan mediasi :
24
 
1. Kemampuan Mediator 
Mediator yang pandai dan mempunyai skill mengelola konflik 
para pihak dan bisa berkomunikasi dengan baik akan mudah membuat 
                                                          
23
 Asep Mohamad Ali Nurdin, Ketua Pengadilan Agama Boyolali, Wawancara Pribadi, 
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para pihak untuk kembali berdamai.
25
 Selain itu, dibutuhkan juga 
kejelian mediator untuk mengungkapkan apakah permasalahan 
diantara para pihak dan kebijaksanaan mediator dalam memberikan 
solusi, sehingga para pihak dapat menyelesaikan masalahnya dengan 
baik dan damai. Oleh karena itu, kemampuan seorang mediator sangat 
berpengaruh terhadap keberhasilan mediasi. 
2. Faktor Psikologi Dan Sosiologis 
Kondisi psikologis dan sosiologis para pihak dapat 
mempengaruhi keberhasilan mediasi. Dalam hal ini, mediator harus 
mengeluarkan keahliannya ketika proses mediasi. Seseorang yang 
ingin berpisah dengan pasangannya, mediator harus menyampaikan 
mengenai hal-hal yang dapat menimbulkan kembali rasa sayang para 
pihak, sehingga para pihak bisa merasakan rasa sayang yang masih 
ada diantara mereka dan saling membutuhkan satu sama lain, dengan 
begitu para pihak tidak jadi berpisah dapat kembali bersama dengan 
damai. Faktor internal dari para pihak terutama faktor kejiwaan dapat 
mendukung keberhasilan mediasi.        
3. Iktikad baik para pihak 
Iktikad baik untuk mengakhiri sengketa melalui mediasi dan 
para pihak memiliki kesadaran untuk berdamai dan menyadari 
kekeliruaanya. 
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Kemudian untuk beberapa hambatan internal yang ditemukan 
dalam pelaksanaan mediasi pada perkara harta bersama pasca perceraian di 
Pengadilan Agama Boyolali adalah sebagai berikut:
26
 
1. Terbatasnya Jumlah Hakim Mediator 
Hakim yang bersertifikat sebagai mediator bisa dibilang sangat 
terbatas, sehingga membutuhkan mediator non hakim untuk ikut 
menjadi mediator dalam proses mediasi di Pengadilan Agama 
Boyolali. Terlebih di Pengadilan Agama Boyolali terdapat beberapa 
poin-poin yang menjadi keunggulan pengadilan yang harus 
dimaksimalkan dan beberapa perkara yang setiap tahun bertambah. 
Sebenarnya hakim di Pengadilan Agama Boyolali menganggap berat 
menjadi mediator, karena hakim yang menjadi mediator itu bersifat 
darurat, ketika tidak ada mediator eksternal (non hakim) yang mandiri. 
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa jumlah 
Majelis Hakim pada tahun 2016 di Pengadilan Agama Boyolali 
sebanyak 9 (sembilan) orang, termasuk Ketua Pengadilan  dan Wakil 
Ketua Agama Boyolali, dan jumlah hakim yang semakin tahun 
semakin menyusut karena promosi dan mutasi membuat  tidak 
sebanding dengan jumlah perkara yang masuk setiap tahunnya, 
sehingga beban kerja hakim menjadi lebih berat. Dengan hal ini dapat 
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mempengaruhi kinerja hakim pada proses mediasi di pengadilan bagi 
penyelesaian sengketa harta bersama pasca perceraian.
27
 
Keadaan tersebut bisa dibilang menyulitkan hakim sebagai 
mediator, karena waktu pelaksaan mediasi berdasarkan Peraturan 
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 adalah 30 (tiga puluh) hari 
meskipun dapat diperpanjang selama 30 (tiga puluh) hari. Di sisi lain 
proses persidangan setiap perkara sejak didaftarkan maksimal adalah 
selama 6 (enam) bulan. 
Dengan kondisi demikian, jumlah hakim di Pengadilan Agama 
Boyolali berdampak pada tidak maksimalnya usaha pelaksanaan 
mediasi. Praktik mediasi di Pengadilan Agama Boyolali jarang 
dilaksanakan upaya pertemuan hakim mediator dengan para pihak 
secara terpisah (kaukus), tetapi mediator cenderung mempertemukan 
para pihak di ruang mediasi dan para pihak hanya mempunyai 
kesempatan pertemuan dengan mediator sekali pertemuan atau dengan 
maksimal 2 kali petemuan. 
2. Efeketivitas Pemanfaatan Waktu Mediasi 
Akibat yang timbul dari terbatasnya jumlah hakim dengan 
tingginya kuantitas perkara adalah kinerja yang belum maksimal. 
Keefektifan dalam pelaksanaan upaya perdamaian salah satunya 
dipengaruhi oleh jumlah perkara yang dibebankan kepada hakim. Hal 
ini pada akhirnya akan mempengaruhi kinerja hakim dalam 
                                                          
27
 Ibid. 
90 
 
mengupayakan perdamaian bagi para pihak dalam penyelesaian 
perkara harta bersama pasca perceraian. 
Pernyataan Ketua Pengadilan Agama Boyolali bahwa 
banyaknya jumlah perkara yang tidak seimbang dengan jumlah hakim 
yang menjadi mediator mengakibatkan keterbatasan untuk 
mengupayakan perdamaian dalam jangka waktu yang lama dan bahkan 
terkesan hakim tidak mampu sehingga mediasi dilakukan dalam waktu 
yang singkat.  
Berdasarkan dengan hasil wawancara dengan Ketua Pengadilan 
Agama Boyolali bahwa terbatasnya waktu dan tempat yang tidak bisa 
kondisional untuk mendamaikan para pihak karena kuantitas perkara 
yang menjadi tanggung jawab hakim dan hakim juga yang menjadi 
mediator tidak bisa melakukan mediasi di luar pengadilan. Oleh sebab 
itu tidak mungkin bagi hakim untuk melaksanakan mediasi berulang 
kali dan memanfaatkan waktu yang lama. Biasanya pelaksanaan 
mediasi hanya berlangsung dalam 30 (tiga puluh) menit, kemudian jika 
tidak berhasil maka hakim mediator akan menyerahkan kembali 
kepada hakim pemeriksa perkara disertai dengan laporan pelaksanaan 
mediasi.
28
 
Selain hambatan internal diatas, pelaksanaan mediasi di Pengadilan 
Agama Boyolali masih belum berjalan maksimal juga disebabkan oleh 
hambatan eksternal, yaitu:  
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1. Hilangnya rasa kepercayaan dan mementingkan keuntungan masing-
masing; 
Hilangnya rasa kepercayaan dan hasrat ingin menguasai harta yang 
membuat susah untuk dimediasi. Harta bersama yang merupakan hak 
miliki suami dan istri secara bersama tanpa memandang siapa yang 
bekerja menghasilkan materi terkadang membuat kecemburuan 
diantara para pihak.  
2. Sudah terjadi konflik yang berkepanjangan mengenai harta bersama; 
Konflik yang terjadi diantara para pihak sudah terjadi berlarut-larut, 
saat mediasi pun para pihak tidak dapat diredam emosinya, sehingga 
para pihak tidak dapat menerima lagi masukan-masukan yang 
disampaikan mediator dan merasa benar sendiri. Bahkan sering terjadi 
keributan ketika di dalam ruang mediasi antara para pihak, hal ini 
menyebabkan para pihak sulit untuk dirukunkan kembali.  
3. Faktor psikologi dan kejiwaan. 
Kekecewaan yang sangat dalam terhadap pasangan hidupnya 
seringkali memunculkan rasa putus harapan seseorang akan ikatan 
antara keduanya. Seperti seorang yang telah disakiti perasaanya, dan 
terus dilakukan berulang kali hingga jangka waktu yang lama. Ini 
menyebabkan tekanan dalam dirinya sehingga ia tidak sanggup 
menahannya lagi dan ingin mengakhirinya. 
 
92 
 
BAB IV 
ANALISIS PELAKSANAAN MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA 
BOYOLALI DALAM MENYELESAIKAN PERKARA  
HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN 
 TAHUN 2016-2019 
 
A. Peran Hakim Mediator dalam menyelesaikan Perkara Harta Bersama 
Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Boyolali Tahun 2016-2019 
Pada prinsipnya pelaksanaan mediasi di persidangan oleh majelis 
hakim bertujuan untuk meminimalisir proses perkara yang banyak atau 
panjang serta berlarut-larut dengan menawarkan penyelesaian atau 
pencabutan perkara.
1
 Sebenarnya mediasi sangat mendukung proses 
sehingga perkara tidak perlu diputus oleh mejelis hakim. Dalam 
praktiknya, peran utama mediasi di Pengadilan Agama Boyolali tetap 
mengacu dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang 
Prosedur Mediasi di Pengadilan. Hal tersebut berhubungan dengan 
tugasnya dalam perundingan seperti:
2
  
1. Mempersiapkan dan membuat notulen pertemuan;  
2. Merumuskan titik temu atau kesempatan dari para pihak;  
3. Membantu para pihak agar menyadari bahwa sengketa harus 
diselesaikan dan bukan perkara menang kalah; 
4. Menyusun dan mengusulkan alternatif pemecahan masalah; 
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5. Membantu para pihak menganalisa alternatif memecahkan masalah, 
dan membujuk para pihak untuk menerima usulan tertentu. 
Kemudian untuk peran hakim mediator Pengadilan Agama dalam 
menyelesaikan sengketa harta bersama pasca perceraian, para hakim 
mediator menjadi pihak penengah yang bersifat netral dalam 
menjembatani pertemuan antara para pihak (bekas suami dan isteri) yang 
mengajukan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan 
berlangsung. Mediator harus berusaha membangun interaksi dan 
komunikasi yang positif dengan kedua pihak, dengan menyampingkan 
perbedaan. Oleh sebab itu hakim yang ditunjuk sebagai mediator harus 
memiliki wawasan yang cukup untuk melaksanakan mediasi.   
Bicara masalah mediasi, tentu akan mengarah pada peran dan 
fungsi dari mediator itu sendiri. Dalam menjalankan perannya, seorang 
mediator harus berusaha untuk merumuskan suatu kesepakatan dari para 
pihak, menyusun dan mengusulkan alternatif pemecahan masalah, 
membantu para pihak untuk menganalisis alternatif pemecahan masalah 
serta berusaha untuk membujuk para pihak agar mau menerima usulan 
yang diberikan mediator guna mencapai suatu kesepakatakan damai. 
Dalam proses mediasi, seorang mediator tidak bisa menjatuhkan putusan 
terhadap suatu perkara melainkan mediator bertugas membantu para pihak 
dalam menelusuri dan menggali kepentngan para pihak, mencari berbagai 
upaya penyelesaian serta bekerja sama dengan para pihak dalam mencapai 
suatu penyelesaian. 
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Mediator sebagai pihak yang netral dapat menampilkan perannya 
sesuai dengan kapasitasnya. Peran mediator hanya mungkin diwujudkan 
apabila memiliki sejumlah keahlian (skill). Keahlian tersebut bisa didapat 
melalui pendidikan, pelatihan (training) dan sejumlah pengalaman dalam 
penyelesaian konflik atau sengketa.   
Mediator mempunyai peran yang sangat penting dalam proses 
mediasi. berhasil atau gagalnya mediasi terkadang berpengaruh terhadap 
skill yang dimiliki mediator. Mediator juga dituntut aktif mengupayakan 
pemecahan masalah untuk tercapainya perdamaian. Disamping keseriusan 
peran hakim mediator dalam menjalankan perannya, dalam hal ini upaya 
menyelesaikan perkara harta  bersama di Pengadilan Agama Boyolali 
sudah dilakukan dengan baik sesuai Peraturan Mahkamah Agung No. 1 
Tahun 2016. 
Mengenai peran hakim mediator dalam melaksanakan mediasi di 
Pengadilan Agama Boyolali, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan 
salah satu hakim mediator sekaligus sebagai ketua Pengadilan Agama 
Boyolali, bahwa peran hakim mediator dalam melakukan proses mediasi 
sudah sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku, sehingga bisa 
dikatakan tidak menyimpang atau tidak keluar dari peraturan-peraturan 
yang sudah ada dan bisa dikatakan berjalan dengan baik atau setidaknya 
sudah terlaksana berdasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 
Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun kalau dilihat 
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dari hasilnya belum begitu maksimal atau berhasil dan masih banyak yang 
harus dibenahi dan diupayakan, sehingga bisa dikatakan kurang efektif.  
Adapun laporan mediasi di Pengadilan Agama Boyolali dari tahun 2016-
2019 dapat dilihat dari tabel berikut: 
Table. IV 
Jumlah Perkara Mediasi Harta Bersama Pasca Perceraian di 
Pengadilan Agama Boyolali 
No. Tahun 
Jumlah 
Perakara Yang 
Masuk 
Jumlah 
Perkara Yang 
Berhasil 
Dimediasi 
Keterangan 
1. 2016 7 - - 
2. 2017 5 1 Berhasil mediasi 
Perkara No. 1747 
3. 2018 3 - - 
4. 2019 2 1 Berhasil mediasi 
Perkara No. 0250 
Sumber : Pengadilan Agama Boyolali 
 
Menurut tabel di atas, dapat diketahui bahwa dari tahun 2016-2019 
jumlah perkara harta bersama pasca perceraian yang di putus oleh Mejelis 
hakim Pengadilan Agama Boyolali sebanyak 17 (tujuh belas) perkara. 
Terdapat 2 perkara yang berhasil melalui mediasi menunjukan 
pelaksanaan mediasi belum berjalan maksimal. Sehingga pada 
pelaksanaannya, upaya mediasi tersebut tidak tercapai kesepakatan damai 
di antara para pihak, dan pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan oleh 
Majelis Hakim yang mengadili perkara harta bersama.       
 Berdasarkan penelitian dengan korelasi pada Peraturan Mahkamah 
Agung Nomor 2 Tahun 2003 sebagai dasar hukum pelaksanaan mediasi di 
pengadilan sampai pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 
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2016, maka dapat dijadikan indikator peranan mediator pada Pengadilan 
Agama Boyolali, berupa: 
1. Menjalin hubungan baik dengan para pihak yang bersengketa. Hal ini 
sangat penting dilakukan oleh seorang mediator agar para pihak tidak 
merasa takut untuk menyuarakan pendapatnya atau menghilangkan 
rasa formalitas para pihak terhadap hakim mediator untuk 
mengungkapkan pendapatnya. 
2. Memilih strategi untuk membimbing proses mediasi dan 
mengumpulkan serta menganalisa proses mediasi dan latar belakang 
sengketa. 
3. Mengungkapkan kepentingan tersembunyi dari para pihak. Hal ini 
dilakukan karena terkadang ada pihak yang tidak memiliki iktikad baik 
untuk menyelesaikan sengketa yang ada. 
4. Membangkitkan pilihan penyelesaian sengketa, pintar dan jeli dalam 
memandang suatu masalah. 
5. Menganalisa pilihan-pilihan penyelesaian sengketa untuk kemudian 
diberikan kepada para pihak dan sampai pada proses tawar-menawar 
sehingga tercapai proses penyelesaian secara formal berupa 
kesepakatan antar para pihak.
3
 
Berdasarkan beberpa upaya yang telah dilakukan oleh mediator 
Pengadilan Agama Boyolali, ternyata itu semua tidak berpengaruh tinggi 
terhadap tingkat keberhasilan mediasi khususnya dalam perkara harta 
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bersama. Alasan utama yang mendasari hal tersebut adalah saat proses 
mediasi berlangsung, mediator berperan sebagai penengah telah berusaha 
mendamaikan para pihak, namun sebaik dan semaksimal apapun usaha 
yang dilakukan mediator dalam mendamaikan tidak akan berhasil bila 
tidak didukung i’tikad baik para pihak, terutama pihak i’tikad baik dari 
penggugat untuk berdamai.  
Pada hakikatnya, diwajibkan menempuh proses mediasi khususnya 
dalam sengketa harta bersama membawa manfaat besar bagi para pihak, 
karena melalui mediasi akan dicapai kesepakatan dan solusi yang 
memuaskan dan terselesaikan masalah yang menjadi penyebab 
perselisihan akibat harta bersama. Walaupun mediasi tidak berhasil tetapi 
kedua belah pihak bisa hidup damai tanpa rasa amarah dan dendam. 
Artinya dapat memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak (win-win 
solution), tidak ada istilah menang kalah dan semua pihak harus menerima 
kesepakatan yang mereka buat bersama-sama.      
         
B. Analisis Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Boyolali dalam 
Menyelesaikan Perkara Harta Bersama Pasca Perceraian Tahun 
2016-2019.  
Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan mediasi perkara harta 
bersama pasca peceraian di Pengadilan Agama Boyolali, penulis 
menggunakan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono 
Soekanto. Berdasarkan teori efektivitas hukum tersebut, ada tiga fokus 
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kajian untuk mengetahui apakah hukum tersebut tercapai atau tidaknya, 
yaitu dengan melihat keberhasilan dalam pelaksanaan hukum, kegagalan 
di dalam pelaksanaannya, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.
4
 
Keberhasilan di dalam pelaksanaan hukum adalah apabila norma hukum 
yang dibuat tersebut telah tercapai maksudnya, ditaati dan dilaksanakan 
oleh masyarakat maupun penegak hukum.
5
 Dalam hal pelaksanaan 
mediasi, Pengadilan Agama Boyolali sudah melaksankan mediasi sesuai 
dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang 
Prosedur Mediasi di Pengadilan.  
Kegagalan di dalam pelaksanaan hukum adalah bahwa ketentuan 
hukum yang telah ditetapkan tidak mencapai maksudnya atau tidak 
berhasil di dalam implementasinya.
6
 Dalam hal ini kegagalan dalam 
pelaksanaan hukum dapat dilihat dari rendahnya tingkat keberhasilan 
mediasi. Karena pada dasarnya tujuan dibentuknya mediasi adalah sebagai 
alternatif penyelesaian sengketa di pengadilan, seperti untuk mengurangi 
penumpukan perkara dan dapat memberikan rasa damai bagi kedua belah 
pihak yang berperkara. Akan tetapi dalam pelaksanaanya, khususnya 
mediasi pada perkara harta bersama pasca perceraian kegagalan lebih 
mendominasi setiap tahunnya, walaupun mediasi telah dilakukan secara 
                                                          
4
 Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: 
Rajawali Pers, 2013), hlm. 8. 
 
5
 Ibid. 
 
6
 Ibid. 
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maksimal oleh hakim mediator di Pengadilan Agama Boyolali dan 
pelaksanaanya juga sudah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung. 
Kemudian untuk faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan 
kegagalan dalam pelaksanaan hukum, faktor-faktor tersebut dapat dilihat 
dari dampak positif dan negatifnya terhadap hukum yang telah 
diberlakukan. Adapun faktor-faktor tersebut adalah faktor hukum atau 
undang-undang, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor 
masyarakat, dan faktor kebudayaan.
7
 Ke 5 (lima) faktor tersebut akan 
dikaji lebih terperinci untuk melihat peran mediator terhadap tingkat 
keberhasilan mediasi dalam meneyelesaikan perakara harta bersama pasca 
perceraian di Pengadilan Agama Boyolali.  
1. Faktor Hukum (Undang-undang) 
Norma hukum dibuat agar norma tersebut dapat berdampak 
positif, artinya supaya norma tersebut mencapai tujuannya.
8
 Norma 
hukum yang mengatur mengenai pelaksanaan mediasi adalah 
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur 
Mediasi di Pengadilan, hal ini merupakan salah satu kekuasaan dan 
kewenangan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan pengawasan 
tidak langsung. Pengawasan tidak langsung ialah membuat peraturan 
yang ditegaskan pada angka 2 huruf c Penjelasan Umum Undang-
undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 
                                                          
7
 Ibid. 
 
8
 Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegak Hukum, Rajawali Pers, 
(Jakarta: 2008),  hlm. 11. 
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perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang 
Mahkamah Agung yang berbunyi: 
“Membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan 
atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran jalannya 
peradilan”. 
 
Landasan yuridis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 
2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah peraturan 
perundang-undangan, sehingga diakui dan mempunyai kekuatan 
hukum mengikat dan daya paksa bagi para pihak yang berperkara di 
pengadilan. Majelis hakim harus mengupayakan perdamaian diantara 
para pihak. Begitu pula dengan mediasi yang dilakukan terhadap 
perkara permbagian harta bersama pasca perceraian. Pihak 
(penggugat) yang akan mengajukan perkara harus didasarkan pada 
alasan-alasan yang dibenarkan oleh Undang-undang Perkawinan, 
maksudnya adalah pihak (penggugat) yang mengajukan perkara harta 
bersama pasca perceraian tidak boleh mengajukan perkara di 
Pengadilan Agama dengan alasan yang asal-asalan atau tidak 
dibenarkan oleh Undang-undang, karena Undang-undang tersebut 
bertujuan untuk melindungi hak-hak dari pihak lain (tergugat).  
Mengenai pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Boyolali 
pada dasarnya tertutup kecuali para pihak menghendaki lain.
9
 Mediasi 
dilakukan diruangan mediasi, tetapi dapat juga diselenggarakan di luar 
pengadilan jika mediatornya bukan hakim. Jika mediator seorang 
                                                          
9
 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 5. 
 
101 
 
hakim, maka tidak diperbolehkan menyelenggarakan mediasi di luar 
pengadilan.
10
 Mediasi juga dapat dilaksanakan dengan cara kaukus, 
kaukus merupakan pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak 
tanpa dihadiri pihak lainnya.  
Kemudian mengenai biaya mediasi, jika para pihak memilih 
hakim mediator di pengadilan, biayanya lebih murah, dan hanya 
dikenakan biaya pemanggilan para pihak saja.
11
 Akan tetapi jika 
menggunakan jasa mediator dari non hakim/luar pengadilan, biayanya 
bisa lebih mahal atau tergantung kesepakatan dan kebutuhan selama 
berlangsungnya proses mediasi. Para pihak memiliki wewenang penuh 
untuk memilih mediator yang dikehendakinya. 
Dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Boyolali, 
ketika tercapainya kesepakatan diantara para pihak, medaitor 
memeriksa hasil kesepakatan untuk menghindari hasil kesepakatan 
yang tidak bertentangan dengan hukum. Hasil kesepakatan tersebut 
wajib dinyatakan secara tertulis dengan ditanda tangani oleh mediator 
dan para pihak. Kemudian mediator menyampaikan laporan kepada 
ketua majelis hakim mengenai hasil kesepakatan medasi bahwa 
perkara dicabut.  
Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dijelaskan diatas, 
perkara yang dicabut ialah perkara harta bersama pasca perceraian 
yang berhasil dimediasi dan mencapai kesepakatan untuk 
                                                          
10
 Ibid, Pasal 21. 
 
11
 Ibid, Pasal 3 
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penyelesaian harta bersama dengan cara kekeluargaan dan saling 
menghormati satu sama lain. Dengan berlakunya dan diterapkan 
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur 
Mediasi di Pengadilan, diharapkan pelaksanaan mediasi bisa lebih 
efektif dan dapat mengurangi penumpukan perkara, serta dapat 
membantu para pihak mempercepat proses penyelesaian perkara 
dengan menciptakan perdamaian antara kedua belah pihak, dengan 
putusan akhir mendapatkan kesepakatan sama-sama menang dan 
menguntungkan (win-win solutin).               
2. Faktor Penegak Hukum 
Ruang lingkup dari istilah penegak hukum sangat luas, oleh 
karenanya mencakup mereka secara langsung maupun tidak langsung 
berkecimpung di bidang penegakan hukum. Di dalam melaksanakan 
tugasnya, pengak hukum harus mempunyai suatu pedoman, seperti 
aturan yang tertulis dan mencakup ruang lingkup tugas-tugasnya.
12
 
Penegak hukum yang dimaksud disini adalah tugas hakim 
mediator dan majelis hakim pemeriksa perkara Pengadilan Agama 
Boyolali. Seorang mediator diharapkan mempunyai kemampuan yang 
terbaik dalam menguasai masalah serta menciptakan sebuah 
penyelesaian bagi para pihak yang berperkara di pengadilan. Pada 
hakikatnya, mediasi harus dilakukan oleh mediator yang telah 
                                                          
12
 Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat, Cet. 3 
(Jakarta: Rajawali Press, 1987). hlm. 16.  
103 
 
memiliki sertifikat mediator.
13
 Jadi dengan kualitas mediator yang 
telah bersertifikat diharapkan dapat dijadikan sebagai tolak ukur 
tingkat keberhasilan mediasi di pengadilan. Teori efektivitas terhadap 
pengak hukum disini ditentukan akan adanya peran mediator dalam 
menjalankan fungsinya sebagai pihak ketiga yang mampu mencarikan 
solusi penyelesaian agar mendapatkan kesepakatan perdamaian serta 
adanya fungsi majelis hakim dalam melakukan pemeriksaan terhadap 
perkara harta bersama pasca perceraian. 
3. Faktor Sarana dan Fasilitas 
Sarana dan fasilitas bertujuan untuk dapat mendukung 
pelaksanaan hukum. Soerjono Soekanto mengatakan, tanpa adanya 
sarana dan fasilitas tentu tidak mungkin pelaksanaan hukum akan 
berlangsung dengan lancar.
14
 Sarana atau fasilitas tersebut antara lain 
mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, 
organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup 
dan seterusnya.
15
 Jumlah Majelis Hakim pada tahun 2016 di 
Pengadilan Agama Boyolali sebanyak 9 (sembilan) orang, termasuk 
Ketua Pengadilan  dan Wakil Ketua Agama Boyolali, dan jumlah 
hakim yang semakin tahun semakin menyusut karena promosi dan 
mutasi membuat  tidak sebanding dengan jumlah perkara yang masuk 
                                                          
13
 Ibid. 
 
14
 Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegak Hukum, Rajawali Pers, 
(Jakarta: 2008),  hlm. 37. 
 
15
 Ibid 
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setiap tahunnya, sehingga beban kerja hakim menjadi lebih berat. 
Kemudian untuk ruang mediasi yang tersedia di Pengadilan Agama 
Boyolali dirasa belum memadai, karena kurangnya fasilitas yang 
menciptakan kenyaman dan ketenangan untuk para pihak yang 
berperkara dan tidak adanya ruangan khusus untuk kaukus. Sehingga 
jika ada mediasi yang harus menempuh proses kaukus maka 
menggunakan ruangan mediasi yang dirasa kurang untuk menciptakan 
suasana yang lebih privasi dari para pihak.  
4. Faktor Masyarakat 
Faktor kepatuhan dan pemahaman masyarakat akan pentingnya 
mediasi akan menjadi pengaruh besar dalam meningkatkan 
keberhasilan mediasi. Semakin banyak masyarakat menganggap 
bahwa mediasi itu penting dengan memaksimalkan lembaga damai, 
maka akan semakin banyak pula perkara yang akan dapat diselesaikan 
melalui mediasi. Kepatuhan masyarakat sangat dipengaruhi oleh 
ketiga faktor sebelumnya, yakni undang-undang, penegak hukum dan 
sarana atau fasilitas. Kebanyakan masyarakat biasanya tidak peduli 
dengan aturan hukum yang berlaku, namun mereka hanya ingin 
mendapatkan keadilan dan kepastian hukum terhadap perkara yang 
sedang mereka hadapi.  
Dalam proses mediasi, kedua belah pihak yang bersengketa 
akan menaruh harapan kepada mediator agar permasalahan diantara 
mereka dapat selesai dengan baik. Sehingga peran mediator sangat 
105 
 
penting dalam perjalanan proses mediasi diantara kedua belah pihak. 
Perilku dan sikap para pihak selama proses mediasi yang seringkali 
salah satu pihak atau bahkan keduanya merasa paling benar yang 
menjadikan situasi kurang kondusif karena para pihak terbawa emosi 
sehingga saat dilakukan mediasi sangat sulit untuk didamaikan. 
Ada juga sebagian dari para pihak yang mengikuti proses 
mediasi hanya sebagai formalitas,, mereka melakukannya agar proses 
mediasi cepat selesai sehingga dapat dilanjutkan ke proses 
persidangan selanjutnya. Inilah yang menjadi salah satu faktor yang 
mempengaruhi proses mediasi dan menyebabkan tingginya tingkat 
ketidakberhasilan mediasi. Akan tetapi, ada juga para pihak pihak 
yang memliki i’tikad baik ketika menjalankan proses mediasi dan 
mediator telah menjalankan tugasnya dengan baik berkat skill yang 
dimilikinya, membuat para pihak kembali menyelesaikan perkaranya 
dengan tenang dan damai.  
I’tikad baik sangat penting guna keberhasilan proses mediasi 
agar tercapainya kesepakatan win-win solution. Apabila para pihak 
tidak mau melihat kebutuhan mereka dan hanya mengejar keuntungan, 
maka perdamaian melalui mediasi akan sulit tercapai. Oleh karena itu, 
baik para pihak berperkara maupun masyarakat harus mentaati dan 
patuh terhadap aturan hukum yang berlaku agar hukum tersebut dapat 
berjalan dan berfungsi sebagaimana mestinya. 
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5. Faktor Kebudayaan   
Faktor kebudayaan masyarakat yang selalu menuntut adanya 
pihak yang menang dan kalah dalam proses persidangan dirasa 
sebagai alasan mediasi tidak berjalan efektif dalam upaya 
mendamaikan para pihak. Para pihak selalu ingin menjadikan dirinya 
sebagai pihak yang dimenangkan dalam persidangan dan bukan untuk 
mencari kesepakatan untuk menghasilkan perdamaian (win-win 
solution). Begitu pula dengan halnya perkara harta bersama yang 
lumayan susah untuk didamaikan karena keinginan para pihak 
terhadap pemenuhan hak-hak atas dirinya dengan mengatas namakan 
siapa yang memperoleh harta tersebut.  
Dalam hal ini bisa dilihat bahwa pembagian harta kekayaan itu 
merupakan bagian paling krusial pasca perceraian. Tidak sedikit dari 
pihak- pihak yang bersengketa menerima atas penetapan Pengadilan 
Agama yang menetapkan bahwa pembagian harta bersama adalah 
50:50. Dari peristiwa tersebut menunujukan bahwa pembagian harta 
bersama merupakan bagian peristiwa hukum yang paling siginifikan, 
terlebih apabila salah satu pihak yang merasa tidak terima atas 
penetapan Majelis Hakim.   
Memang secara kultural, dalam pembicaraan seputar masalah 
harta bersama terkesan masih tabu di masyarakat. Masyarakat pada 
umumnya masih memandang sebelah mata mengenai masalah ini. Hal 
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ini dikarenakan permasalahan budaya masyarakat yang masih 
menganggap perkawinan itu suci, sakral, bersifat agung dan abadi     
Demikian 5 (lima) faktor dalam teori efektivitas hukum hasil 
pemikiran Soerjono Soekanto yang mempengaruhi keberhasilan dan 
kegagalan mediasi serta peran mediator dalam melaksanakan mediasi di 
Pengadilan Agama Boyolali yang dijadikan penulis sebagai alat ukur 
penelitian ini. Adapun teori efektivitas dikatakan efektif apabila berhasil 
dijalankan dan dikatakan tidak efektif apabila tidak tercapai maksud dan 
tujuannya. 
Pada dasarnya mediator telah melaksanakan fungsi dan peran 
secara maksimal meskipun ada beberapa kekurangan seperti peran hakim 
mediator yang juga sekaligus merupakan hakim menangani perkara lain 
membuat para pihak hanya mendapat kesempatan sekali atau maksimal 
dua kali pertemuan untuk bertemu dengan mediator jika dikehendaki oleh 
kedua belah pihak. 
Sesuai dengan hukum acara perdata, upaya perdamaian dalam 
Pasal 130 ayat (1) HIR bersifat imperative, artinya hakim berkewajiban 
mendamaikan para pihak yang bersengketa sebelum dimulainya proses 
persidangan. Namun dengan situasi dimana mediasi hanya berlangsung 
singkat, maka upaya perdamaian tersebut hanya akan berakhir sebagai 
formalitas tanpa memeberikan dampak positif dan menguntungkan para 
pihak.  
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Sebenarnya hakim yang menjadi mediator itu bersifat darurat, 
ketika tidak ada mediator eksternal (non hakim) yang mandiri, kemudian 
ketika hakim menjadi mediator, tugas hakim akan menjadi lebih berat, 
karena perkara di Pengadilan Agama Boyolali yang cukup menumpuk, 
ditambah dengan menyusutnya jumlah hakim akibat promosi dan mutasi 
ke beberapa Pengadilan Agama daerah lain, serta adanya beberapa poin-
poin yang menjadi keunggulan prioritas dari Pengadilan Agama Boyolali 
sendiri, seperti one day minute dan segala macam, demi terwujudnya 
peradilan modern berbasis teknologi informasi, dan harus melaksanakan 
tugas mediator yang sebenarnya bukan tugas hakim. Mediasi adalah tugas 
mediator, akan tetapi ketika tidak ada mediator eksternal maka hakim 
boleh menjadi mediator.
16
 
Jadi jika hanya salah satu pihak yang menginginkan perdamaian, 
maka hakim mediator dengan sendirinya tidak menyusun jadwal 
pertemuan berikutnya. Mediasi dinyatakan tidak berhasil dengan masing-
masing pihak diharapkan menandatangani berita acara pelaksanaan 
mediasi. Kuantitas perkara yang semakin banyak dan diadili Pengadilan 
Agama Boyolali harus menjadi pertimbangan untuk meningkatkan 
ketersediaan jumlah mediator yang memiliki kapasitas sumber daya yang 
memadai. 
Kemudian faktor dari masyarakat itu sendiri adalah tekad “bulat” 
untuk mengadili dan menyelesaikan perkara harta bersama di meja sidang 
                                                          
16
 Asep Mohamad Ali Nurdin, Ketua Pengadilan Agama Boyolali, Wawancara Pribadi, 
14 Oktober 2019, Pukul 09.00 WIB. 
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yang menyebabkan mediator tidak bisa melakukan banyak hal karena satu 
dan lain hal dari para pihak itu sendiri. Jadi mediator hanya bisa 
menyerahkan hasil keputusan kepada para pihak yang menurut mereka 
itulah pilihan terbaik dan jalan terbaik untuk kehidupan mereka. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. KESIMPULAN 
Dari uraian dan analisis pada bab-bab sebelumnya terhadap peran 
hakim mediator dalam mengupayakan mediasi penyelesaian perkara harta 
bersama pasca perceraian di Pengadilan Agama Boyolali tahun 2016-2018, 
penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Peran hakim mediator dalam proses mediasi terhadap perkara harta 
bersama yang dilakukan oleh para pihak di Pengadilan Agama 
Boyolali telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan di dalam 
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur 
Mediasi di Pengadilan. Akan tetapi, pencapaian mengenai mediasi 
kurang maksimal karena perkara di Pengadilan Agama Boyolali yang 
cukup menumpuk, ditambah dengan menyusutnya jumlah hakim 
akibat promosi dan mutasi ke beberapa Pengadilan Agama daerah lain, 
serta adanya beberapa poin-poin yang menjadi keunggulan prioritas 
dari Pengadilan Agama Boyolali sendiri, seperti one day minute dan 
segala macam, demi terwujudnya peradilan modern berbasis teknologi 
informasi, dan harus melaksanakan tugas mediator yang sebenarnya 
bukan tugas hakim menjadikan peran mediator dalam menjalankan 
proses mediasi kurang maksimal. Adapun faktor-faktor penghambat 
peran hakim mediator dalam mediasi dalam penyelesaian perkara harta 
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bersama pasca perceraian di Pengadilan Agama Boyolali Tahun 2016-
2019 antara lain: 
a. Terbatasnya jumlah hakim mediator; 
b.  Efektivitas pemanfaatan waktu mediasi; 
c. Kurangnya kompetensi hakim. 
d. Hilangnya rasa kepercayaan dan mementingkan keuntungan 
masing-masing; 
e. Sudah terjadi konflik yang berkepanjangan mengenai harta 
bersama; dan 
f. Faktor psikologi dan kejiwaan. 
2. Berdasarkan analisis dari hasil penelitian penulis mengenai peran 
mediator terhadap pelaksanaan mediasi dalam menyelesaikan perkara 
harta bersama pasca perceraian di Pengadilan Agama Boyolali pada 
tahun 2016 sampai 2019, jika diukur dengan teori efektivitas hukum 
maka dapat ditarik kesimpulan bahwa, ketidak efektifan atau hukum 
tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya bukan hanya faktor dari 
penegak hukum (tugas mediator), tetapi juga karena faktor dari 
masyarakat itu sendiri (pihak yang berperkara). Efektivitas 
pelaksanaan mediasi terhadap perkara harta bersama pasca perceraian 
di Pengadilan Agama Boyolali belum berhasil secara maksimal. 
Berdasarkan informasi yang didapat penulis dari narasumber hakim 
mediator bahwa, tidak efektifnya mediasi terhadap perkara harta 
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bersama pasca perceraian di Pengadilan Agama Boyolali dipengaruhi 
oleh beberapa faktor, diantaranya: 
a. Faktor Masyarakat  
Praktik mediasi yang dilakukan oleh masyarakat (para pihak) 
hanyalah sebagai bentuk menjalankan syarat formal beracara di 
pengadilan. Pola fikir masyarakat akan orientasi menang kalah dan 
mengkesampingkan perdamaian menjadi salah satu penyebab 
mediasi penyelesaian perkara  harta bersama pasca perceraian tidak 
efektif.  
b. Faktor Kebudayaan 
Para pihak selalu ingin menjadikan dirinya sebagai pihak yang 
dimenangkan dalam persidangan dan bukan untuk mencari 
kesepakatan untuk menghasilkan perdamaian (win-win solution). 
Dalam hal ini bisa dilihat bahwa pembagian harta kekayaan itu 
merupakan bagian paling krusial pasca perceraian. Tidak sedikit 
dari pihak- pihak yang bersengketa menerima atas penetapan 
Pengadilan Agama yang menetapkan bahwa pembagian harta 
bersama adalah 50:50. Dari peristiwa tersebut menunujukan bahwa 
pembagian harta bersama merupakan bagian peristiwa hukum yang 
paling siginifikan, terlebih apabila salah satu pihak yang merasa 
tidak terima atas penetapan Majelis Hakim.   
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B. SARAN 
Terkait dengan hasil penelitian yang dilakukan penulis tentang 
peran hakim mediator dalam mengupayakan mediasi dalam penyelesaian 
perkara harta bersama pasca perceraian di Pengadilan Agama Boyolali. 
Sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam Undang-unang Perkawinan, 
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur 
Mediasi di Pengadilan dan wawancara dengan hakim mediator sekaligus 
Ketua Pengadilan Agama Boyolali. Maka, penulis perlu menyampaikan 
saran-saran yang berkaitan dengan pembahasan tersebut sebagai berikut: 
1. Dalam menjalankan fungsi dan perannya untuk mendamaikan para 
pihak yang berperkara di pengadilan, untuk kedepannya penulis 
menyarankan agar mediator lebih memaksimalkan perannya dalam 
mendamaikan para pihak yang berperkara di pengadilan sehingga para 
pihak yang berperkara di Pengadilan Agama tidak menganggap bahwa 
mediasi hanya sebagai formalitas belaka. Perlunya sosialisasi kepada 
masyarakat terkait pentingnya penyelesaian sengketa dengan cara 
perdamaian sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahakamah Agung 
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. 
2. Untuk pihak Pengadilan Agama, saran penulis yaitu agar menambah 
mediator (non hakim) yang mandiri dan bersertifikat di Pengadilan 
Agama Boyolali. Terbatasnya jumlah hakim menjadi kendala 
tersendiri dalam efektivitas mediasi di pengadilan. Diharapkan dengan 
adanya mediator (non hakim) yang mandiri bisa meringankan beban 
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penumpukan perkara dan memaksimalkan mediasi sebagaimana yang 
telah didapatkan dalam pelatihan dari Mahkamah Agung.      
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Lampiran II 
PEDOMAN WAWANCARA 
1. Bagaimana mediasi dalam pandangan anda sebagai hakim? 
Mediasi memang sangat mendukung proses sehingga perkara tidak 
perlu diputus oleh majlis hakim, akan tetapi karena mediator yang 
dari hakim punya keterbatasan waktu sehingga tetap mediasi tidak 
bisa maksimal kalo hakim menjadi mediator, akan tetapi kalau ada 
mediator luar yang bersertifikat mungkin akan lebih efektif, 
kenapa saya katakan tidak optimal mediator dari hakim? Pertama 
keterbatasan waktu, kedua keterbatasan tempat, jadi kalo mediator 
hakim tempatnya harus di ruang mediasi pengadilan agama, tidak 
bisa keluar, jadi menciptakan suasana yang santai itu kurang 
optimal dan tetap suasananya semi formal, dan mereka melihat 
seragam, tetapi kalo bisa di luar oleh mediator luar itu InsyaAllah 
mungkin akan lebih optimal, dan itu kenapa mediasi oleh hakim 
jarang berhasil karena mereka melihat formal dan itu agak susah. 
 
2. Mengapa mediasi harus selalu diupayakan terlebih dahulu dalam proses 
penyelesaian sengketa? 
Ketika para pihak ada maka sesuai dengan Perma 1 2016 yang 
terbaru, sebelumnya 2008 itu setiap perkara gugatan wajib 
dilakukan mediasi, sehingga akibat hukumnya ketidak tidak 
dilakukannya mediasi maka putusan bisa batal demi hukum.  
 
3. Apa pendapat anda terkait sarana dan prasarana mediasi harta bersama di 
Pengadilan Agama Boyolali? 
Terkait sarana dan prasarana cukup memadai, ada ruangan, ada 
kursi dan ada meja itu sudah cukup, akan tetapi menghilangkan 
suasana formal itu sulit kalo dikantor, jadi menganggapnya itu 
hampir sama dengan sidang, sementara seorang mediator itu 
berpenampilan yang familiar supaya menghilangkan rasa takut 
dan formal bagi para pihak. 
 
4. Menurut anda apakah para hakim mediator telah menguasai tugas dan 
fungsinya sesuai SOP (Standard Operating Procedure)1 mediasi menurut 
Peraturan Mahkamah Agung?  
Kalau SOP sudah jelas, ketika para pihak hadir di hari pertama 
sidang, maka majlis hakim memerintahkan untuk melaksanakan 
mediasi, kemudian hakim yang ditunjuk sebagai mediator 
melakukan mediasi, hanya saja keterbatasan waktunya, hanya 
dikantor, misalnya hari ini belum selesai, besok suruh datang lagi 
kesini ya.. mediator dari hakim tidak bisa datang ke rumah para 
pihak, akan tetapi kalo mediator eksternal (dari luar) mau di 
rumah penggugat maupun tergugat itu boleh, asal menciptakan 
suasan nyaman bagi para pihak dan tidak terlalu kaku bagi 
mereka. 
 
5. Apa saja faktor pendukung dalam mempengaruhi mediasi perkara 
pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Boyolali? 
Faktor pendukung mediasi berhasil adalah kesadaran dari para 
pihak untuk menyerahkan hak orang lain yang masih di pegang 
oleh dirinya. 
 
6. Apa saja faktor penghambat/ kesulitan dalam mempengaruhi mediasi 
perkara pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Boyolali? 
Kemauan para pihak sendiri, maksudnya kalo dari pihaknya 
sendiri ngotot,  jadi mediator tidak bisa berbuat apa-apa, 
sebetulnya kita dari pihak mediator sudah mengupayakan 
pengarahan yang terbaik suapaya bisa selesai dengan cara damai, 
seperti contoh kemarin, ada peristiwa cerainya tidak ada masalah, 
akan tetapi akibat hukumnya menimbulakan bebrapa masalah, 
kemudian ada juga yang cerainya karena masalah yang berat akan 
tetapi akibat hukumnya berjalan damai dan saling mnerima, dari 
sini bisa diartikan pendukung dan penghambat mediasi bisa terjadi 
itu dari pihaknya itu sendiri, mediator selalu berupaya yang 
terbaik bagi mereka, ketika ada peluang untuk damai maka 
mediator selalu mengupayakan itu, akan tetapi ketika tidak ada 
harapan untuk damai dan sama-sama ngotot ya maka mediator 
tidak bisa berbuat apa-apa. 
 
                                                             
1 Suatu dokumen berisi prosedur kerja yang harus dilakukan secara kronologis dan 
sistematis dalam menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu dengan tujuan agar memperoleh hasil 
kerja paling efektif. 
7. Apabila mediasi gagal, apakah ada upaya lain yang dilakukan oleh hakim 
mediator untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa? 
Karena saya pun ternyata ketika mediasi gagal, saya selaku 
menjadi ketua majlis selalu mengupayakan dilakukannya 
musyawarah di luar pengadilan, seperti ketika sidang selelsai, 
saya selalu mengingatkan “tolong ya dimusyawarahkan kembali” 
lama-lama akan ada kesepakatan entah pada sidang ke -8 atau ke 
-9 tidak sedikit yang berujung pada kesepakatan damai atau 
mencabut perkara harta bersama diakhiri dengan perdamaian 
tetapi tidak oleh mediator, tetapi dari mereka sendiri, karena kita 
tetap hakim itu setiap memulai persidang pasti akan 
menguapayakan perdamaian dengan cara kata-kata yang bisa 
mendamaikan para pihak. 
 
8. Mengapa perkara harta bersama  yang dapat didamaikan melalui mediasi 
jumlahnya masih relatif rendah? 
Jadi 15 perkara dari 2016-2018 mediasi harta bersama gagal itu 
bisa dipastikan dari para pihaknya sendiri yang tidak mau, jadi 
kalo dari mediator itu sudah berupaya sangat maksimal, 
menjelaskan dengan keutungan dan kemudahan ketika masalahnya 
selesai ditingkat mediasi, tapi ketika mereka tidak mau dan tetap 
ngotot maka hakim mediator tidak bisa berbuat apa-apa. 
 
9. Menurut anda, apakah masyarakat sudah memahami dengan benar makna 
sesungguhnya dari mediasi tersebut?  
Masyarkat belum begitu paham tentang fungsi mediasi di 
pengadilan, terlebih karena hakim masih menjadi mediator, jadi 
mengaggapnya hakim itu memutuskan/menyelesaikan perkara, 
bukan menjadi juru damai tapi kalo yang sudah berhadapan dan 
sudah mendengarkan penjelasn ada mulai paham, tapi ketika 
belum masuk masih banyak yang menganggap formal dan bersifat 
memutuskan perkara. Jadi ketika ada mediasi di pengadilan 
agama boyolali para hakim mediator selalu mengupayakan 
mengingatkan untuk memusyawarahkan di luar pengadilan, entah 
mau melibatkan keluarga, tokoh agama, tokoh masyarakat, 
perangkat desa atau yang lain nanti dilaporkan kembali hasilnya 
pada jadwal mediasi berikutnya. Kuncinya sebenarnaya mediasi 
bisa berjalan damai itu dari para pihak itu sendiri, setelah 
mediator menjelaskan sampai panjang lebar akan tetapi dari para 
pihak masih kekeh tidak mau jadi mediator tidak bisa berbuat apa-
apa, mediator tidak bisa maksa. Mediator pasti akan 
mengupayakan selama ada peluang untuk bisa selesai dengan 
damai 
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